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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023.

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2

Daerah adalah Kabupaten Gowa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Gowa.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unit kerja
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan

barang daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2023 yakni untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan
antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan
efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 3
RKPD disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan :

a. rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah
serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023

b. rencana strategis ke dalam rencana operasional Daerah,;

C. perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan pembangunan Daerah;
d. rencana kerja (Renja) perangkat Daerah;

e. kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pelayanan dasar,
non pelayanan dasar, pillhan dan penunjang pelayanan urusan
pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan

kegiatan pembangunan;
f. laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD; dan

g. informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

BAB 111
RKPD

Pasal 4

(I) RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan
Daerah yang berlaku untuk periode waktu satu tahun.

(2) Sistematika RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

A. BABI : PENDAHULUAN.



(3)

(1)

(2)

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

C. BABII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH.

D. BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

E. BABV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

F. BAB VI :KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

G. BAB VII : PENUTUP.

Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan RKPD
untuk Pelaksanaan Program Pembangunan sebagaimana yang
termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dengan tujuan
mempercepat penyelesaian masalah pembangunan yang belum
seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2023 serta masalah
pembangunan yang akan dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2023;

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap kelima
dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah
tentang RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah membuat laporan Pengendalian dan Evaluasi
RKPD atau laporan kinerja semester dan tahunan atas pelaksanaan
RKA yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator

kinerja masing-masing program dan kegiatan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya semester yang

berkenaan.



(3)

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi

analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

Pasal 7

Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah, wajib
memperhatikan RKPD Tahun 2023 dalam merencanakan RKA sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 8

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan

(2)

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan
kegiatan, penambahan  kegiatan baru/kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 vuli 202

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

KAMSINA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 1@
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Proses
perencanaan daerah merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk
menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah
Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat
(2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun
dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan
kewenangannya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri
dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-
PD).
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa
Tahun 2021-2026 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kkerja
pemerintah (RKP), program strategis nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sulawesi Selatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena
itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi
target dan capaian pembangunan tahun 2021 dan target akhir (tahun kelima)
dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Disamping itu, RKPD
Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan RPJMD pada tahun
ke 2 dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Seluruh kebijakan, baik
strategi dan program maupun Kkegiatan/sub kegiatan pembangunan
Kabupaten Gowa difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi sesuai dengan
tema pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 yaitu “Pemulihan Sosial
Ekonomi Berkelanjutan di Dukung Penguatan SDM, Pemanfaatan
Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah” serta pencapaian target
akhir Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD dengan memperhatikan kondisi
yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD
mempertimbangkan sinergitas antarsektor dan antar wilayah,serta
memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta
berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para
pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa juga mengacu pada RKP dan RKPD
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, terutama dalam rangka
mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan
antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Salah satu focus
RKPD Provinsi SulSel adalah pemulihan ekonomi dari dinamika dampak sosial
dan ekonomi dari Pandemi Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) serta
target akhir RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, kebijakan
dalam penyusunan RKPD K abupaten Gowa juga menyesuaian dengan target
RKPD provinsi Sulsel. Sehingga seluruh kebijakan pembangunan Kabupaten
Gowa Tahun 2023 akan fokus pada upaya pemulihan ekonomi dampak
pandemi Covid-19 serta pencapaian target Visi Misi Kepala Daerah yang
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tertuang Dalam RPJMD dengan fokus pada pemantapan kesejahteraan melalui
terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola
pemerintahan yang baik sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun
2023 pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Sebagai gambaran awal mengenai capaian indikator ekonomi makro
Kabupaten Gowa yaitu, nilai pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan
yang signifikan dari 1,76 di tahun 2020 menjadi 7,26 di tahun 2021. Untuk
tingkat kemiskinan sebesar 7,54% , tingkat pengangguran terbuka sebesar
4,30%, Gini Rasio sebesar 0,36. Untuk nilai Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) sebesar 70,29, sedangkan PDRB Per kapita (ADHB) sebesar 23.536.840
juta/rupiah. Selain memperhatikan capaian indikator makro ekonomi dalam
penyusunannya, RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 juga diselaraskan
dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan
mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi
Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-
undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Adapun Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini
dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai stakeholders atau
pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama
jajarannya unsur DPRD Kabupaten Gowa, Kelompok Ahli Pembangunan
Kabupaten Gowa sebagai perwakilan/delegasi Perguruan Tinggi. Disamping
itu melibatkan juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Forum
Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sampai
dengan Musrenbang Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 1
Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2023, ditempuh
pendekatan yang dikembangkan dalam penyusunan RKPD dilaksanakan
melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD,rancangan RKPD,
rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses,
penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis,
atas bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan
dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam
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dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas
bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas
merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah
kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional. Pada orientasi substansi,
penyusunan RKPD menggunakan pendekatan Tematik Holistik Integratif dan
Spasial (THIS) yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pasal 9. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan
integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam
satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan
mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Secara
diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1
Bagan Alur Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD

BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD
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Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD sebagaimana tergambarkan

dalam Gambar 1.1 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
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1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

a.

b.
c.

d.

penyusunan Rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun RKPD;
orientasi mengenai RKPD;

penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan

penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Penyusunan Rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

a.

Tahap penyusunan Rancangan RKPD, mencakup:

1) analisis gambaran umum kondisi Daerah;

2) analisis Rancangan kerangka ekonomi Daerah;

3) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

4) penelaahan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5) perumusan permasalahan pembangunan Daerabh;

6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan
program strategis nasional;
9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

10) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan

11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam penyusunan Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran
dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara
tertulis kepada kepala BAPPEDA  berdasarkan hasil
reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan
kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat
Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik
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untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu
dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh
Kepala Bappelitbang dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan
masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rancangan RKPD adalah
proses penyempurnaan Rancangan awal RKPD disempurnakan
berdasarkan:

a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota
yang telah diverifikasi; dan

b. hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD provinsi, RKP
dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD bertujuan untuk
membahas Rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;

b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan
target kinerja serta lokasi;

d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan
sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan

e. Kilarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan
Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang
diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Perumusan rancangan akhir RKPD
merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi rancangan
akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang
RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan
penyusunan Rancangan Perwal RKPD.

6. Penetapan Rancangan RKPD Rancangan Perwal tentang Rancangan RKPD
yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappelitbang kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan
dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang Rancangan RKPD
dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah;

b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
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1.2.

Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan,
antara lain:

1.

10.

11.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
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40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
158);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 86)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga
Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 314).
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58. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

59. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Gowa;

60. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2005-2025;

61. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten GowaTahun 2032-2012;

62. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2016 - 2021;

63. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;

64. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021-
2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar
daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta
menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RKPD Kabupaten
Gowa Tahun 2023 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan
jangka panjang (RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025) dan jangka
menengah (RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026), sehingga
keberadaannya tidak dapat terpisahkan. Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa
Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, serta RPJMD Kabupaten Gowa Tahun
2021-2026. Agar RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 selaras dengan
kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu
dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023.
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Gambar 1. 2
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Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah bahwa RKPD Kabupaten
Gowa disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-
2026, dan juga untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah,
antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber
daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan
dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 antara DPRD Kabupaten
Gowa dengan Bupati Gowa yang selanjutnya akan dijabarkan dalam
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun
2023;
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2. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;

4. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana kerja
(Renja) perangkat daerah;

5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pelayanan
dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang pelayanan urusan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan
kegiatan pembangunan; 6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung]Jawaban (LKP]) Kepala Daerah kepada DPRD;

6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD
sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan
tujuan, serta sistematika dokumen RKPD

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan
aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksaan program dan kegiatan RKPD
sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan
daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang
memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP,
kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan
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daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan
dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi tujuan dan sasaran
pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2023

Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
dan kedudukan kinerja tahun 2023 dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kabupaten Gowa
Tahun 2023.
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BABII
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Gowa
2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km? atau 3.01% dari
total keseluruhan luas wilayah Sulawesi Selatan (46.717 km?) dengan ibukota

kabupaten berada di Kota Sungguminasa.

Gambar 2. 1.
Peta Administrasi Kabupaten Gowa

Secara administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 122

desa, 45 kelurahan dan 674 dusun/lingkungan berbatasan dengan 8
(delapan) Kabupaten/Kota, yaitu :

Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan

Kabupaten Bone;
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Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota

Makassar.

Tabel 2. 1.

NO

Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Gowa

KECAMATAN JUMLAH

KELURAHAN DESA LINGKUNGAN/
DUSUN
1 Bontonompo 12 50
2 Bontonompo 8 41
Selatan

3 Bajeng 4 10 62
4 Bajeng Barat - 7 32
5 Pallangga 12 60
6 Barombong 2 5 30
7 Somba Opu 14 - 28
8 Bontomarannu 3 6 25
9 Pattalassang - 8 36
10 | Parangloe 2 5 20
11 | Manuju - 7 28
12 | Tinggimoncong 5 2 24
13 = Tombolo Pao 1 8 49
14 | Parigi - 5 20
15 = Bungaya 1 6 32
16 = Bontolempangan 2 6 29
17 | Tompobulu 2 6 43
18 | Biringbulu 2 9 66

Total 45 122 674

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2022

Kabupaten Gowa yang ibukota kabupaten berada di Kecamatan
Sombaopu dengan total luas wilayah 1.883,33 km? terbagi atas 18 kecamatan
ini, dengan kecamatan parangloe yang beribukota kelurahan lanna sebagai
daerah dengan wilayah terluas di Kabupaten Gowa luas daerahnya mencapai

221,26 km? atau 11,75 persen dari total luas Kabupaten Gowa , sedangkan
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Kecamatan Bontomarannu dengan total luas hanya 2,8 persen dari total luas
kabupaten atau sekitar 52,63 km?* denganibukotakecamatanberadapadaDesa
Borongloe serta berjarak tempuh ke ibukota kabupaten sejauh 9 km menjadi
daerah luas wilayah terkecil. Untuk memberi gambaran terhadap luas wilayah

perkecamatandiKabupaten Gowadapatdilihatpada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2.
Ibukota kecamatan, luas total area, persentase luas wilayah & Jarak ke Ibukota
Kabupaten Gowa

Jarak ke
Persentase Ibukota

thd Luas Kabupaten
Wilayah (Km)

Luas Total
Area (Km?)

Ibukota
Kecamatan

Kecamatan

1 Bontonompo Tamallayang 30,39 1,61 16
, | Bontonompo Pabundukang 29,24 1,55 30
Selatan
3 | Bajeng Kalebajeng 60,09 3,19 12
4 Bajeng Barat Borimatangkasa 19,04 1,01 15,8
5 | Pallangga Mangalli 48,24 2,56 2,45
6 Barombong Kanjilo 20,67 1,1 6,5
7 Sombaopu Sungguminasa 28,09 1,49 0
8 Bontomarannu Borongloe 52,63 2,8 9
9 Pattallassang Pattallassang 84,96 451 13
10 = Parangloe Lanna 221,26 11,75 27
11 | Manuju Moncongloe 91,9 4,88 20
12 | Tinggimoncong | Malino 142,87 7,59 59
13 | Tombolopao Tamaona 251,82 13,37 20
14 | Parigi Majannang 132,76 7,05 70
15~ Bungaya Sapaya 175,53 9,32 46
16 = Botolempangan A Bontoloe 142,46 7,56 63
17 | Tompobulu Malakaji 132,54 7,04 125
18 = Biringbulu Lauwa 218,84 11,62 140
Kabupaten Gowa 1 100
883,33

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2022

2.1.1.2 Aspek Geografi
a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Gowa terletak dia ntara 5°33 - 5°34

Gambaran Umum Kondisi

Daerah
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Lintang Selatan dan 120038 - 120°33 Bujur Timur. Letak Kabupaten Gowa
dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini terdiri dari wilayah dataran
rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 - 2800 meter

diataspermukaanairlaut.
b. Posisi Geostrategis

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing
lagi.Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang
besar pengaruhnya di peraiaran nusantara. Bahkan kerajaan ini juga muncul
nama pahlawan nasional yang bergelar ayam jantan dari timur, Sultan
Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-
tahun awal kolonialisasinya di Indonesia.

Dikutip dari halaman Wikipedia Kerajaan Gowa memang pada
akhirnya takluk kepada Belanda lewat perjanjian Bungaya, namun meskipun
sebagai kerajaan tidak lagi Berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan
terbesarnya, yaitu pelabuhan Makassar. Pelabuhan ini yang kemudian
berkembang menjadi kota makassar ini dapat disebut anak kandungnya,
sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa
sekarang. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan
Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa
ibaratnya masih menjadi ibu bagi Kota Makassar. Kabupaten yang hanya
berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian
besar kebutuhan dasar kehidupan kota. mulai dari bahan material untuk
pembangunan fisik, bahan pangan terutama sayur-mayur, sampai aliran air
bersih dari waduk Bili-bili.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah
sekitarnya dikarenakan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 km? ini memiliki
enam gunung, dimana tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga
dilalui Sungai Jeneberang yang didaerah pertemuannya dengan Sungai
Jenelata dibangun Waduk Bili-Bili. Kondisi alam ini menjadikan tanah Gowa
kaya akan bahan galian, disamping tanahnya yang subur.

2.1.1.3 Aspek Topografi
a. Kemiringan Lahan

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan
lahan diatas 40 derajat yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe,
Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Sementara itu produktif pada
lahan yang tersedia meliputi kondisi kemiringan lahan sekitar 64,70% dari
total luas wilayah berada pada kemiringan 0-400.
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b. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Gowa berada pada elevasi 0-2.800 m dari
permukaan laut. Elevasi 0-100 m diatas permukaan laut adalah dominan
(24% atau 43,146 ha), daerah Kecamatan Tompobulu dan Tinggimoncong
bagian timur dan selatan serta wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten
Sinjai serta Kabupaten Bantaeng merupakan daerah dengan elevasi antara
2.600-2.800 m dari permukaan laut. Sebagai gambaran dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3.
Luas Daerah Menurut Ketinggian Daerah per Kecamatan di
Kabupaten Gowa

25-100m 100-500m 500-1.000 m
Km? | % Km? % Km? %
Bajeng 60,09 60,09 100 - - - - - - - -
Bajeng Barat 19,04 19,04 100 - - - - - -
Barombong 20,67 20,67 100 - - - - - - - -
Biringbulu 218,84 - - - - - - - - - -
Bontolempangan 142,46 - - - - - - - - - R
Bontomarannu 52,63 52,5 99,76 | 0,13 0,24 - - - - - -
Bontonompo 30,39 30,39 100 - - - - - - - -
Bontonompo Sel 29,24 29,24 100 - - - - - - - R
Bungaya 175,53 - - - - 43,43 | 24,74 | 94,61 53,9 37,49 | 21,36
Manuju 91,90 - - - - - - - - - -
Pallangga 48,24 48,24 100 - - - - - - - N
Parangloe 221,26 51,02 | 23,06 |48,83 22,07 129,99 58,75 | 35,67 | 16,12 - -
Parigi 132,76 - - - - - - - - - -
Pattallassang 84,96 - - - - - - - - - -
Somba Opu 28,09 28,09 100 - - - - - - - -
Tinggimoncong 142,87 - - - - 6,56 4,59 34,7 24,29 | 101,59 71,11
Tombolo Pao 251,82 - - - - - - - - - -
Tompobulu 132,54 - - | 2,73 | 2,06 68,64 51'; 26'? 20,23 37,08 | 27,98

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2022

2.1.1.4 Aspek Geologi
a. Struktur dan Karakteristik

Penyelidikan geologi lingkungan regional Kabupaten Gowa, Propinsi
Sulawesi Selatan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Secara geologi
daerah ini tersusun oleh batuan-batuan sedimen dan terobosan formasi
camba yang berumur tersier, batuan gunung api dan terobosan yang
termasuk dalam kelompok batuan gunung api Baturappe-Cindako berumur
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tersier, batuan gunung api Lompobatang yang berumur kuarter, serta
endapan alluvial.

Daerah dataran yang merupakan daerah terendah di atas permukaan
laut, umumnya ditempati oleh endapan alluvial. Kelompok batuan formasi
camba dan batuan gunung api tersier umumnya menempati daerah
perbukitan dan hanya sebagian kecil yang berada didaerah dataran serta
didaerah dataran bergelombang; sedangkan daerah pegunungan yang
merupakan bagian tertinggi dalam wilayah Kabupaten Gowa tersusun oleh
batuan gunung api kuarter.

Daerah dataran yang umumnya tersusun oleh endapan alluvial
merupakanwilayah air tanah produktivitas sedang-rendah. Sedangkan
daerah yang tersusun oleh batuan sedimen formasi camba dan batuan gunung
api termasuk batuan terobosan berumur tersier merupakan wilayah air tanah
dengan produktivitas sangat rendah hingga langka air tanah. Daerah
pegunungan termasuk wilayah air tanah produktivitas sedangkecuali
sebagian daerah disekitar puncak merupakan wilayah air tanah langka.

b. Potensi kandungan

Bahan galian berupa pasir dan lempung banyak ditambang di daerah
dataran terutama di daerah Bajeng, sedangkan sirtu di daerah lembah sungai
Jeneberang di bagian hulu bendung Bili-Bili. Daerah bergelombang sering
dibuat menjadi lebih landai bahkan datar dengan menggalinya sebagai tanah
urug dan batu belah terutama didaerah yang tersusun oleh endapan gunung
api tersier. Formasi camba oleh para peneliti sebelumnya diinformasikan
mengandung lapisan tipis batubara, sedangkan intrusi batuan gunungapi
Baturappe-Cindako antara lain menghasilkan mineralisasi logam mulia. Dari
segi kebencanaan, daerah Kabupaten Gowa ini tidak termasuk daerah yang
rawan gempa bumi karena kondisi geologi lokal dan posisi tektoniknya yang
jauh dari zona-zona sumber gempa bumi. Daerah ini juga aman dari bencana
gunung api karena gunung api terdekat yaitu Lompobattang sudah termasuk
kategori padam.

Namun beberapa tempat termasuk sangat rawan terhadap bencana
gerakan tanah seperti di sebagian lereng gunung Bawakaraeng dan sebagian
daerah perbukitan yang terjal. Selain itu daerah lembah sungai Jeneberang
juga rawan terhadap bencana banjir bandang. Analisis Geologi Lingkungan
dan skoring setiap komponen geologi lingkungan yang dimiliki oleh semua
daerah dan dianggap berpengaruh terhadap pengembangan wilayah
menunjukkan nilainya berkisar antara 33-62 atau kurang leluasa hingga
cukup leluasa untuk dikembangkan, kecuali daerah tertentu yang tersisihkan
merupakan daerah yang tidak layak kembang. Daerah yang cukup leluasa
untuk dikembangkan direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum
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utamanya pertanian tanaman pangan semusim dan pengembangan kawasan
non pertanian seperti pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Sedangkan
sebagian besar daerah yang agak leluasa lainnya dan daerah yang kurang
leluasa untuk dikembangkan merupakan daerah yang direkomendasikan
sebagai kawasan budidaya terbatas umumnya pertanian (termasuk hutan).
Adapun daerah yang tidak layak kembang maka direkomendasikan sebagai
kawasan lindung. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian
besar terletak di dataran Sungguminasa-Takalar, sedangkan yang tidak layak
menempati daerah di sekitar puncak perbukitan dan pegunungan terjal,
sempadan sungai, waduk/danau dan mata air.

2.1.1.5 Hidrologi
a. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Gowa memiliki daerah aliran Sungai dengan luas daerah
aliran terbesar yakni seluas 881 km? dengan panjang 90 km.
b. Sungai, Danau dan Bendungan

Sungai yang terdapat di Kabupaten Gowa ada 15 sungai dimana yang
terbesar dikenal dengan Sungai Je'neberang. Sedangkan danau hanya ada 1
(satu) dikenal dengan nama Danau Mawang yang letaknya berada di
Kecamatan Somba Opu. Sedangkan bendungan yang dimiliki Kabupaten Gowa
dikenal dengan nama Bendungan Bili-Bili yang terletak di Kecamatan
Parangloe, seperti tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2. 4.
Panjang Sungai Utama dan Luas Daerah Alirannya di
Kabupaten Gowa Tahun 2020

Batang Kaliki 12 18,5
Bikampang 12 6,4
Cadika 48 36
Je'neberang 90 881
Je'nelata 30 226
Koccikang 21 4,25
Lembaya 30 6,1
Malino 45 36
Pa’bundukang 60 38
Pallappakang 23 28
Passosokia 19 17,5
Sapaya 21 9
Sicini 7 8,4
Tanru Rusa 12 15,6
Takapala 12 6,1

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2021
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2.1.1.6 Klimatologi

Keadaan yang mempengaruhi iklim suatu daerah adalah suhuy,
kelembaban, arah angin dan kondisi cuaca pada saat tertentu. Pada umumnya
Kabupaten Gowa mempunyai iklim tropis basah. Curah hujan dan hari hujan
menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi
antara 500-1.000 mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu (pegunungan)
berkisar antara 1.000 - 2.000 mm/tahun, disajikan dalam tabel sebagai
berikut :

Tabel 2. 5.
Keadaan Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Gowa Tahun 2021

rata um rata
1 | Januari 22,8 27,2 31,2 68,8 87,7 99,0
2 Februari 23,2 27,5 319 67,0 869 990
3 Maret 22,7 27,8 32,6 69,0 859 98,0
4 April 23,2 28,5 32,2 55,0 79,0 99,0
5  Mei 23,4 294 34,0 51,0 74,7 98,0
6  Juni 22,4 28,8 34,5 47,0 76,8 97,0
7 Juli 20,5 28,3 34,0 40,0 76,7 97,0
8  Agustus 22,7 29,5 343 43,0 69,4 98,0
9 | September @ 22,3 294 34,6 44,0 71,4 97,0
10 Oktober 23,6 29,0 33,5 54,0 78,5 98,0
11  November 23,6 28,3 32,6 63,0 82,4 98,0
12 Desember 23,0 27,7 32,6 58,0 84,5 99,0

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Menurut Tipe Iklim (Oldeman dan Sjarifuddin, 1997) wilayah
Kabupaten Gowa termasuk dalam :

» (2; daerah yang dapat ditanami tanaman padi terutama palawija dua kali
dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia,

= (3; daerah tersebut dapat ditanami padi secara terus menerus dengan
jadwal tanam yang tepat sehingga panen jatuh pada saat curah hujan
kurang,

= D3; daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan tanaman palawija
dua kali setahun dengan jumlah air yang tersedia cukup,

» D4; daerah tersebut dapat ditanami tanaman padi satu kali dan tanaman
palawija dua kali dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia.
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Tabel 2. 6.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Di Kabupaten Gowa Tahun 2021

Januari 839,9 30 25,0
Februari 397,0 20 34,5
Maret 626,3 23 44,5
April 294,0 11 50,9
Mei 78,1 11 58,2
Juni 87,0 14 63,8
Juli 77,3 9 48,1
Agustus 104,2 8 68,4
September 82,5 11 57,2
Oktober 245,4 17 66,2
November 542,0 26 43,3
Desember 860,3 28 28,8

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Gowa berada pada kawasan yang rawan
bencana alam, bencana alam yang paling sering terjadi adalah tanah longsor
dan banjir. Selain faktor curah hujan yang cukup tinggi gangguan
geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun
tanah penyusun lereng juga sangat berpengaruh. Meskipun longsor
merupakan gejala fisik alami, namun beberapa hasil akitifitas manusia yang
tidak terkendali dalam mengekspoitasi juga menjadi faktor yang sangat
mempengaruhi kestabilan lereng. Faktor-faktor aktifitas manusia ini antara
lain pola tanam, pemotongan lereng untuk aktifitas pertambangan,
pencetakan kolam dan sawah baru, drainase, konstruksi bangunan dan
kepadatan penduduk. Dengan demikian dalam wupaya pembangunan
berkelanjutan melalui penciptaan keseimbangan lingkungan diperlukan
penataan ruang dan kawasan. Kabupaten Gowa menetapkan beberapa
kawasan yang rawan bencana adalah sebagai berikut:

1) Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan
kawasan rawan gerakan tanah.

2) Kawasan rawan abrasi meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah
mengalami abrasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Bontonompo Selatan;

3) Kawasan rawan gerakan tanah meliputi kawasan yang rawan terhadap
gerakan tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong,
dan sebagian wilayah Kecamatan Parigi.
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Kawasan rawan bencana alam ditetapkan dalam rangka memberikan
perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam
terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan
bencana alam terdiri atas:

1) Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan di Desa Je'nemadingin, Desa
Borongpa’lala dan Desa Panaikang di Kecamatan Pattallassang, Desa
Borisallo, Desa Belapunranga, dan Desa Bontokassi di Kecamatan Parangloe,
Desa Mata Allo, Desa Bili-bili, Desa Sokkolia dan Desa Romanglompoa di
Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Samata, Kelurahan Paccinongan,
Kelurahan Romangpolong, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mawang, dan
Kelurahan Bontoramba di Kecamatan Somba Opu, Desa Pallangga, Kelurahan
Pangkabinanga, Desa Bontoala, Kelurahan Tetebatu, Desa Kampili dan Desa
Parangbanoa di Kecamatan Pallangga, dan Desa Pattalikang, Desa Tassese dan
Desa Tanakaraeng di Kecamatan Manuju.

2) Kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di Kelurahan Garassi,
Kelurahan Bontolerung dan Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong,
Desa Bilangrengi, Desa Manimbahoi, Desa Majannang dan Desa Jonjo di
Kecamatan Parigi, Desa Moncongloe dan Desa Tamalatea di Kecamatan
Manuju, Desa Pao, Desa Kanreapia, Desa Ballasuka, Desa Erelembang dan
Desa Bolaromang di Kecamatan Tombolo Pao, Desa Berutallasa, Desa Taring,
Desa Borimasunggu dan Desa Julukanaya di Kecamatan Biringbulu, dan
Kelurahan Je’'nebatu, Kelurahan Sapaya, Desa Buakkang dan Desa Rannaloe di
Kecamatan Bungaya.

Adapun kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Gowa dalam
rentang waktu tahun 2018-2020 adalah :

a. Padatahun 2018 terjadi bencana alam yaitu :

- Banjir terjadi di Kecamatan Somba Opu (12 kelurahan), Kecamatan
Bontomarannu (Kelurahan Bontomanai, Borongloe dan Desa Romang
Loe), Kecamatan Pattallassang (Desa Pallantikang, Borong Palala dan
Sunggumanai), Kecamatan Parangloe (Desa BelapunrangalLonjoboko dan
Kelurahan Bontoparang), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Pao dan Desa
Mamammpang), Kecamatan Biringbulu (Desa Rappoala).

- Banjir Bandang terjadi di Kecamatan Pallangga (Kelurahan
Pangkabinanga, Tete Batu, Mangngalli, Desa Panakkukang, Kampili dan
Taeng), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Ballasuka), Kecamatan Manuju
(Desa Bilalang, Moncongloe, Pattalikang, Manuju dan Tana Karaeng),
Kecamatan Parigi (Desa Manimbahoi), Kecamatan Biringbulu (Desa
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Taring) dan Kecamatan Bontolempangan (Desa Paranglompoa,

Bontolempangan, Ulujangang, Bontoloe dan Julumate’'ne).

- Angin kencang terjadi di Kecamatan Bontonompo Selatan (Desa Tanrara),
Kecamatan Manuju (Desa Tassese dan Tamalatea),

- Longsor terjadi di Kecamatan Tombolo Pao (Desa Tabinjai, Kanreapia dan
Bola Romang), Kecamatan Manuju (Desa Pattalikang, Tassese, Manuju dan
Tamalatea), Kecamatan Tompo Bulu (Desa Datara), Kecamatan Parigi
(Desa Bilanrengi, Jonjo dan Majannang), Kecamatan Tinggimoncong
(Kelurahan Malino, Pattapang, Garassi, Buluttana, Gantarang, Bontolerung
dan Desa Parigi), Kecamatan Biringbulu (Desa Baturappe, Berutallasa,
Julukanaya, Parangloe, Lembangloe, Borimasunggu dan Kelurahan
Lauwa), Kecamatan Bontolempangan (Desa Lassa-Lassa dan Pa’ladingan).

b. Pada tahun 2019 terjadi bencana alam besar melanda Kabupaten Gowa
yaitu tanah longsor yang menelan korban meninggal dunia lebih dari 50
orang korban jiwa serta bencana alam lain.

- Tanah Longsor yang terjadi di Kecamatan Bungaya (Kelurahan Sapaya,
Desa Bontomanai, Mangempang dan Rannaloe), Kecamatan Parangloe
(Desa Lonjoboko dan Bontokassi), Kecamatan Tombolo Pao (Desa
Tabbinjai, Kanreapia, Bolaromang dan Mamampang), Kecamatan
Manuju (Desa Desa Pattalikang, Tassese, Manuju dan
Tamalatea)Kecamatan Tompobulu (Desa Datara), Kecamatan Parigi
(Desa Bilanrengi, Jonjo dan Majannang) Kecamatan Tinggimoncong
(Kelurahan Malino, Garassi, Buluttana, Gantarang, Bontolerung dan
Desa Parigi), Kecamatan Biringbulu (Desa Baturappe, Berutallasa,
Julukanaya, Parangloe, Lembangloe, Borimasunggu dan Kelurahan
Lauwa) dan Kecamatan Bontolempangan (Desa Lassa-Lassa dan
Pa’'ladingang).

- Banjir yang terjadi di Kecamatan Somba Opu (12
kelurahan)Kecamatan Bontomarannu (Kelurahan Bontomanai dan
Desa Romang Loe), Kecamatan Bungaya (Desa Bontomanai),
Kecamatan Pattallassang (Desa Pallantikang, Borong Palala,
Sunggumanai, Belapunranga dan Kelurahan Bontoparang)Kecamatan
Parangloe (Desa Belapunranga, Lonjoboko dan Kelurahan
Bontoparang), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Pao dan Mamampang),
Kecamatan Biringbulu (Desa Rapoala).

- Banjir Bandang yang terjadi di Kecamatan Pallangga (Kelurahan
Pangkabinanga, Tete Batu, Mangngalli, Desa Panakkukang, Kampili,
Taeng dan Tanrara), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Ballasuka),
Kecamatan Manuju ( Desa Bilalang, Pattalikang, Manuju, Tana Karaeng
dan Moncongloe) Kecamatan Parigi (Desa Manimbahoi), Kecamatan
Biringbulu (Desa Taring) bdan Kecamatan Bontolempangan (Desa
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Paranglompoa, Bontolempangan, Ulujangang, Bontoloe dan
Julumate’'ne)

- Angin kencang yang terjadi di Kecamatan Bajeng (Dusun Doja),
Kecamatan Bajeng Barat (Desa Tana Bangka, Kecamatan Pallangga
(Desa Taeng), Kecamatan Bontonompo Selatan (Desa Tanrara),
Kecamatan Manuju (Desa Tassese dan Tamalatea) dan Kecamatan
Tinggimoncong (Kelurahan Pattapang)

c. Pada tahun 2020 terjadi bencana alam banjir yang melanda 2 (dua)
kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu (Kelurahan Tamarunang) dan
Kecamatan Pallangga (Desa Panakkukang).

Untuk tahun 2021 ada 4 (Empat) Kecamatan yang terdampak bencana
sepanjang tahun 2021, yaitu Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Somba
Opu, Kecamatan Pattallassang, dan Kecamatan Pallangga. Untuk Kecamatan
Somba Opu, terdampak bencana sebanyak 3 kali di tahun 2021 yaitu pada
bulan April, Maret, dan Agustus dengan bencana berupa angin kencang dan
banjir. Bencana yang paling banyak terjadi adalah di bulan April dengan total
sebanyak 5 lokasi bencana yang disebabkan oleh banjir dan angin kencang
dan terjadi secara bersamaan di tanggal 2 April 2021. Total kerugian
disebabkan karena bencana di tahun 2021 di seluruh Kabupaten Gowa
sebesar Rp. 562.500.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Gowa Tahun 2021

Men Lu Menin

gun ka  ggal
gsi

1. Bontolempangan

- Desa Angin 19 Januari 1 rumah 7 15.000.000
Paladingan Kencang 2021
- Desa Tanah 19 Januari Irigasi,pipa 80.000.000
Bontotangnga Lonsor 2021 air bersih
dan sawah
2  Somba Opu
- Kelurahan Angin 02 April 13 Pohon 19.000.000
Kelegowa Kencang 2021 Tumbang &
dan banjir 19 rumah
14 rumah 7.000.000
Tergenang
Air
- Kelurahan Angin 02 April 6 rumah 8.000.000
Mawang Kencang 2021
3  Pattallassang
- Desa Angin 02 April 2 rumah 6.000.000
Sunggumanai Kencang 2021
- Desa Angin 02 April 2 rumah 4.000.000
Pallassang Kencang 2021

Gambaran Umum Kondisi Daerah II-12 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

- Desa Angin 02 April 2 rumah 3.500.000
Jenemadinging = Kencang 2021

4  Somba Opu
- Kel. Banjir 10 Maret 350 rumah 15 350.000.000
Tamarunang 2021

5 Pallangga
- Desa Banjir 10 Maret 45 rumah 45.000.000
Panakkukang 2021

6  Somba Opu
- Kelurahan Angin 25 Agustus 22 rumah 0 0 0 25.000.000
Katangka Kencang 2021

Total 22 0 0 562.500.000

Sumber: Badan Pengendalian Bencana Daerah Kabupaten Gowa, 2022

2.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa menurut Badan Pusat Statistik pada
tahun 2021 tercatat sebanyak 773.315 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar
1,3%, terdiri dari 383.630 laki-laki dan 389.685 perempuan. Penduduk
terbesar ada di Kecamatan Somba Opu sebanyak 157.826 jiwa sedangkan
jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Parigi dengan jumlah
penduduk 13.222 jiwa. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk
dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten
Gowa Tahun 2021
Laju
N K . Pertumbuhan Persentase l;ep?id?;all:
2 ecamatan Penduduk (%) Penduduk — o oudy
ey E— per Km
2020-2021

Bontonompo 45.294 0,88 5,86 1.490
2  Bontonompo 32.283 0,69 4,17 1.104

Selatan
3 Bajeng 72.608 1,00 9,39 1.208
4  Bajeng Barat 26.853 1,07 3,47 1.410
5 Pallangga 130.219 2,49 16,84 2.699
6  Barombong 46.082 2,63 5,96 2.299
7 SombaOpu 157.826 1,47 20,41 5.619
8 Bontomarannu 41.835 2,67 541 795
9 | Pattallassang 31.014 3,36 4,01 365
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Laju Kepadat
Kecamatan 2021 Pertumbuhan Persentase Pill)l?lua(‘l:ll(l
(jiwa) Penduduk (%) Penduduk s
per Km
2020-2021
10 Parangloe 18.718 0,64 2,42 85
11 Manuju 14.545 -0,42 1,88 158
12 Tinggimoncong 23.298 -0,19 3,01 163
13 Tombolopao 29.880 0,45 3,86 119
14 Parigi 13.222 -0,67 1,71 100
15 Bungaya 16.721 -0,17 2,16 95
16 Bontolempangan 14.832 0,46 1,92 104
17 Tompobulu 28.208 -0,87 3,65 213
18 Biringbulu 29.877 -0,87 3,86 137
Jumlah 773.315 1,30 100,00 411

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka
tantangan Kabupaten Gowa dalam pembangunan ke depan menjadi lebih
besar pula. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan
penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial,
kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat
dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 1.883,33
km?, sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gowa pada tahun
2020 adalah 407 jiwa per km?2 Dalam tataran regional Sulawesi Selatan
tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gowa merupakan salah satu yang
tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari tabel
terlihat bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Gowa terus mengalami
kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini
juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan.

Komposisi penduduk Kabupaten Gowa menurut jenis kelamin selama
periode tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Perempuan
cenderung lebih banyak daripada penduduk Laki-Laki sebagai berikut :
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Tabel 2. 9.
Sex Rasio Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

Laki-Laki % Perempuan %

(jiwa) (jiwa)
1 2016 361.814 49,19 373.679 50,81 96,80
2 2017 368.234 49,22  379.966 50,78 96,91
3 2018 374.425 49,23  386.182 50,77 96,96
4 2019 380.488 49,24  392.196 50,76 97,02
5 2020 379.874 49,60 385.962 50,39 98,42
6 2021 383.630 49,60 389.685 50,39 98,45

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Diolah)

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di kabupaten
Gowa, menunjukkan jumlah terbanyak di kelompok umur 20-24 tahun baik
lak-laki maupun perempuan. Sedangkan paling sedikit berada di kelompok
umur 70-74 baik laki-laki maupun perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2. 10.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Gowa, 2021

Kelompok Umur Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan Jumlah

0-4 31.740 30.620 62.360

5-9 31.162 29.632 60.794
10-14 34.344 32.732 67.076
15-19 34.568 32.787 67.355
20-24 35.248 33.605 68.853
25-29 33.556 33.658 67.214
30-34 29.746 31.126 60.872
35-39 27.799 29.637 57.436
40-44 26.552 28.380 54.932
45-49 24.676 26.207 50.883
50-54 21.253 22.459 43.712
55-59 17.808 18.933 36.741
60-64 13.574 14.044 27.618
65-69 9.508 10..460 19.968
70-74 5.780 6.647 12.427

75+ 6.316 8.758 15.074
Jumlah 383.630 389.685 773.315

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022
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Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah  melalui
peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (human capital
investment) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi,
keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan
memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang
berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang
pengangguran massal dan semakin menambah beban daerabh.

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengambangan wilayah Kabupaten Gowa diarahkan dengan mengacu
pada RTRW yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 15 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa pasal 31
dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukannya sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung berdasarkan
daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.1.4.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya
sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi
Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

1) Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Biringbulu,
Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Parigi,
Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan
Tompobulu seluas kurang lebih 20.287 Ha (dua puluh ribu dua ratus
delapan puluh tujuh hektar).

2) Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan “Biringbuluy,
Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parangloe, Pattallassang, Tinggi
Moncong, dan Tombolo Pao seluas kurang lebih 23.102 Ha (dua puluh tiga
ribu seratus dua hektar).

3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan
Biringbulu seluas kurang lebih 309.76 Ha (tiga ratus sembilan ribu tujuh
puluh enam hektar).
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Tabel 2. 11.
Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Gowa

Biringbulu 3747.75 18.47 4235.78 18.33 309.76 100
Bontolempangan 3775.15 18.61 139.46 0.60
Bungaya 12.78 0.06 5082.21 22.00
Manuju - 0.00 5851.15 25.33
Parangloe = 0.00 7392.09 32.00
Parigi 2007.31 9.89 - 0.00
Pattallassang - 0.00 4.19 0.02
Tinggimoncong 4432.98 21.85 318.76 1.38
Tombolo Pao 6246.24 30.79 78.58 0.34
Tompobulu 65.01 0.32 0.00 - -
Jumlah 20.287.22 100.00 23.102.22 100.00 309.76 100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa, terdiri atas:

1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan
luas 36.089,77 Ha (tiga puluh enam ribu delapan puluh sembilan koma
tujuh puluh tujuh hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah
Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu,
sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah
Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo,
sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah
Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian
wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe,
sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan
Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian
wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan
Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu. Kawasan
peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten
Gowa yang beririgasi teknis ditetapkan sebagian sebagai kawasan
pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan
luas 16.409 Ha (enam belas ribu empat ratus sembilan hektar)
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah
Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong,
sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan
Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu,
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sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah
Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian
wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe,
dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.
b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura;
Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 12.386 Ha
(dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan disebagian
wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong,
sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan
Tompobulu.

Tabel 2. 12.
Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa

Luas (ha)

1 Bajeng 3.541,68 10,64 103,49 0,63
2 Bajeng Barat 1.545,96 4,64 29,85 0,18
3 Barombong 1.184,21 3,56 1,42 0,01
4 Biring Bulu 1.359,73 4,08 348,21 2,81 3.515,20 21,42
5 Bontolempangan 1.872,04 5,62 3.140,60 19,14
6 Bontomarannu 2.051,77 6,16 1.061,18 6,47
7 Bontonompo 3.324,38 9,99

8 Bontonompo 2.764,42 8,3 21,9 0,13

Selatan

9 Bungaya 1.602,60 4,81 6.531,46 39,8
10 Manuju 479,02 1,44 1.747,68 10,65
11 Pallangga 3.471,90 1043 105,2 0,64
12 Parangloe 410,22 1,23 149,49 0,91
13  Parigi 1.643,72 494 1.387,45 11,2

14 Pattallassang 1.921,89 5,77

15 Somba Opu 199,87 0,6 0,32 0
16 Tinggimoncong 1.043,11 3,13 1.418,13 11,45

17 Tombolo Pao 2.700,28 8,11 239392 19,33

18 Tompobulu 2.171,53 6,52 6.838,78 55,21 1,6 0,01
]um]ah 33.288,33 100 12.386,49 100 16.409,39 100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

c¢. Kawasan peruntukan perkebunan;

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 11.029 Ha (sebelas ribu
dua puluh sembilan hektar) ditetapkan disebahagian wilayah Kecamatan
Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah
Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan,
sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju,
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sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi,
sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan
Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah
Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

Tabel 2. 13.
Lokasi Kawasan Tanaman Perkebunan Kabupaten Gowa

1 Biringbulu 2.225,25 20,18
2 Bontolempangan 140,35 1,27
3 Bontomarannu 504,47 4,57
4 Bontonompo 42,72 0,39
5 Bontonompo Selatan 6,17 0,06
6 Bungaya 1.174,35 10,65
7 Manuju 82,88 0,75
8 Parangloe 1.153,50 10,46
9 Parigi 312,02 2,83
10 Pattallassang 5,16 0,05
11 Tinggimoncong 4.069,01 36,89
12 Tombolo Pao 1.237,68 11,22
13 Tompobulu 75,2 0,68
Jumlah 11.028,77 100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

d. Kawasan peruntukan peternakan;

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan
pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah
Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan,
sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi,
dan sebagian wilayah Kecamatan Manuju;

e. Kawasan peruntukan perikanan;
Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada Sungai
Je'neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong, dan Danau Kalaborang.
2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan;
Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud,
merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar, terdiri dari:
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Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan waduk
Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe; dan

Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan
Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian
wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan
Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan  Bontomarannu,
sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah
Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan
Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah
Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian
wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan
Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan
sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Kawasan pengembangan minapolitan;, merupakan kawasan
minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian
wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan
Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian
wilayah Kecamatan Barombong, dan sebagian wilayah Kecamatan
Pallangga. Kawasan pengembangan minapolitan ini direncanakan
terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Perikanan (PPI)
Barombong di Kecamatan Barombong;

Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

Pengembangan BBI akan dikembangkan di Kecamatan Bajeng,
Kecamatan Bontomarannu, dan Kecamatan Tinggimoncong.

Tabel 2. 14.
Lokasi Kawasan Perikanan Darat Kabupaten Gowa

4.

5.

Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan,
Bajeng, Barombong, Pallangga.

Pembangunan PPI Barombong (+ 16 ha).

Pengembangan perikanan kolam dan sawah tersebar di seluruh
kecamatan kecuali Kecamatan Manuju dan Pattallassang.

Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bajeng, Bontomarannu dan
Tinggimoncong.

Pengembangan perikanan air tawar di Waduk Bili-Bili.

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021
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2.1

.4.2 Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan merupakan kawasan

peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara. Kawasan
peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:

a.

2.1

a.

Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi timah
hitam dan tembaga yang terletak di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan
Tinggimoncong, dan Kecamatan Bungaya;

Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa:
zeolit, bentonit, oker, trass, kaolin, sulfur (belerang) yang tersebar di
Kecamatan Bungaya, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Biringbulu;
Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan meliputi: batu kali, batu
gunung, tanah urug atau timbunan, pasir, kerikil, dan sertu, terdapat di
Kecamatan  Pattallassang, = Kecamatan  Parangloe, @ Kecamatan
Bontomarannu, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Manuju, Kecamatan
Bajeng, Kecamatan Pallangga, serta di DAS Jeneberang terutama di
Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Tinggimoncong; Kecamatan
Bungaya, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Bontolempangan dan;
tanah urug, batu kali, dan kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan
Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian
wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Manuju,
dan sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong.

.4.3 Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri, meliputi:

Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan peruntukan
industri pengolahan persampahan ditetapkan di wilayah Kecamatan
Pattallassang;

Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan peruntukan
industri pengolahan komoditas pertanian dan penduduk Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan
Pattallassang;

Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan
aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian
wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu,
sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah
Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo,
sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah
Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian
wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe,
sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan
Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah
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Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao,
dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

2.1.4.4 Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan

jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana
pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Kawasan
peruntukan pariwisata terdiri atas:

a. Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud meliputi:

Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng
Somba Opu Kecamatan Barombong;

Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Mesjid Tua
Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa; dan

Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera’ Kalompoang, Appalili,
Maudu’ Kalompoang, Pa’dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena, dan
Songka Bala.

b. Kawasan pariwisata alam meliputi:

Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition
(MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan
Tinggimoncong;

Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna Kecamatan
Parangloe;

Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu;
dan

Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.

c. Kawasan pariwisata buatan meliputi:

Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang
Kecamatan Pattallassang;

Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng
Somba Opu Kabupaten Gowa;

Kawasan wisata Ekopolis Pattallasang-Parangloe Kecamatan
Parangloe dan Kecamatan Pattallassang; dan;

Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru
Pattallassang.

2.1.4.5 Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan
permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan
kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti
perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah
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perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan

luas 5.983 Ha (lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektar)

ditetapkan di:

- Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Gowa-Maros yang merupakan
Kota Satelit Mamminasata bagian timur ditetapkan di Desa Panaikang
dan Desa Paccelekang Kecamatan Pattallassang;

- Kawasan peruntukan permukiman Kota Baru Satelit Pattallassang
terpadu dengan lapangan Golf Padivalley ditetapkan di Kecamatan
Pattallassang;

- Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Parangloe ditetapkan
di Kelurahan Parang Kecamatan Parangloe;

- Rencana pengembangan kawasan permukiman ditetapkan bagian
selatan Mamminasata meliputi Desa Kanjilo, Desa Tamanyelleng,
Kelurahan Lembangparang di Kecamatan Barombong, Desa Taeng di
Kecamatan Pallangga, Desa Panciro di Kecamatan Bajeng serta
Kelurahan Bone dan Desa Bontosunggu di Kecamatan Bajeng;

- Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor Jalan Tun Abdul
Razak di Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu dan
Kecamatan Pattallassang;

- Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, dan PPK

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan

permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi

kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam
pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman
perdesaan dengan luas 216 Ha (dua ratus enam belas hektar) ditetapkan

di kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL disebagian wilayah

Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Biringbuluy,

sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan

Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah

Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Tombolo

Pao.

2.1.4.6 Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas
a. Kawasan peruntukan perkantoran;
Kawasan peruntukan perkantoran meliputi:

- Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan. Kawasan
peruntukan perkantoran pemerintahan skala regional dan kabupaten
ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di sebagian wilayah
Kecamatan Somba Opu dan sebagian wilayah Kecamatan
Pattalassang.

II- 23 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

Kawasan peruntukan pemerintahan skala kecamatan ditetapkan
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah
Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong,
sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah
Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan
Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian
wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah
Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian
wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan
Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah
Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu,
sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah
Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan
Tompobulu.

Kawasan peruntukan perkantoran swasta.Kawasan peruntukan
perkantoran swasta ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan
Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian
wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan
Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bajeng.

b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; Kawasan peruntukan
perdagangan dan jasa merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan

jasa

skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan. Kawasan

peruntukan perdagangan dan jasa meliputi :
1) Kawasan peruntukan pasar tradisional ditetapkan di:

Kawasan perdagangan tradisional terpadu dengan terminal tipe A
di Kecamatan Pattallassang;

Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malino Kecamatan
Tinggimoncong;

Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Tamaona
KecamatannTombolo Pao;

Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Majannang
Kecamatan Parigi;

Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Sapaya Kecamatan
Bungaya;

Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Parang Lompoa
Kecamatan Bontolempangan;

Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malakaji Kecamatan
Tompobulu;

Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Lauwa Kecamatan
Biringbulu;

Kawasan perdagangan Limbung di Kecamatan Bajeng;

Kawasan perdagangan Tamallayang di Kecamatan Bontonompo;
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- Kawasan perdagangan Pabundukang di Bontonompo Selatan;

- Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng
Barat;

- Kawasan perdagangan Kanjilo di Kecamatan Barombong;

- Kawasan perdagangan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;

- Kawasan perdagangan Lanna di Kecamatan Parangloe;

- Kawasan perdagangan Moncongloe di Kecamatan Manuju;

- Kawasan perdagangan Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan;

- Kawasan perdagangan Cappa Bungaya di Kecamatan Pallangga;
dan

- Kawasan perdagangan Panaikang di Kecamatan Pattallassang.

2) Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan ditetapkan di:

- Pasar Induk Regional Mamminasata di Kawasan Perkotaan
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu.

- Kawasan pusat perdagangan regional terpadu Kota Baru
Mamminasata di Kecamatan Pattallassang.

- Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng
Barat.

- Kawasan perdagangan di Kawasan Kota Baru Satelit Pattallassang
di Desa Panaikang dan Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang.

3) Kawasan peruntukan pertokoan modern ditetapkan di:

- Kawasan perdagangan di Kecamatan Somba Opu;

- Kawasan perdagangan di Kecamatan Barombong;

- Kawasan perdagangan di Kecamatan Pallangga,

- Kawasan perdagangan di Kecamatan Pattallassang; dan

- Kawasan perdagangan di Kecamatan Bajeng.

2.1.4.7 Kawasan peruntukan pelayanan umum, meliputi

a.

Kawasan peruntukan pelayanan olahraga;

1) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten ditetapkan
di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.

2) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan ditetapkan
pada kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL) secara proporsional.

. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri atas:

1) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional ditetapkan
di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.

2) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau
kecamatan ditetapkan pada kawasan PPK dan PPL secara
proporsional.

Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi, ditetapkan

disebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah

Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang,
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sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan
Pallangga;

d. Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum, merupakan
kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang.

2.1.4.8 Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi :

- Kawasan Komando Distrik Militer 1409 Gowa di Kecamatan Somba Opu;

- Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng
Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan
Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo,
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju,
Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan
Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong,
Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu;

- Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VII Hasanuddin Pakkatto
di Kecamatan Bontomarannu;

- Kawasan Komando Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) Bela Negara,
Sekolah Calon Tamtama dan Sekolah Calon Bintara Malino di Kecamatan
Tinggimoncong;

- Kepolisian Resort Gowa di Kecamatan Somba Opu; dan

- Kepolisian Sektor di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat,
Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan
Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, = Kecamatan Bontonompo,
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju,
Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan
Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggimoncong,
Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu.

2.1.4.9 Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber
alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan Pembangunan berkelanjutan. gambar tabel dibawah ini
memberi gambaran kawasan lindung dan luas areanya di Kabupaten Gowa:
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Tabel 2. 15.
Kawasan Lindung Lainnya Di Kabupaten Gowa

NO. KECAMATAN LUAS (HA) %

1 KecamatanBiringbulu 64673 3683
2 Kecamatan Bontolempangan 3.18 0.18
3 Kecamatan Bungaya 156.8 8.79

4 Kecamatan Tinggimoncong 678.99 43.68
5 Kecamatan Tombolopao 150.32 7.87
6 Kecamatan Tompobulu 57.22 2.65
Jumlah 1693.24 100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

Kawasan lindung meliputi:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah
terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk
menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta
memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.350 (dua puluh
tiga ribu tiga ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Biringbulu dengan luas 4.034 (empat ribu tiga puluh empat)
hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan dengan luas 481
(empat ratus delapan puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan
Bungaya dengan luas 5.288 (lima ribu dua delapan puluh delapan) hektar,
sebagian wilayah Kecamatan Parangloe dengan luas 5 (lima) hektar, sebagian
wilayah Kecamatan Parigi dengan luas 2.617 (dua ribu enam ratus tujuhbelas)
hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong dengan luas 1.220
(seribu dua ratus dua puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo
Pao dengan luas 6.784 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar,
dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 2.919 (dua ribu
sembilan ratus Sembilan belas) hektar.

b. Kawasan resapan air.

Kawasan resapan air ditetapkan di bagian hulu DAS Jeneberang di
Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parangloe, dan
Kecamatan Manuju serta bagian hulu Sungai Lata di Kecamatan Pallangga.

c¢. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud merupakan
kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau
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atau waduk, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dari
kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

d. Kawasan sempadan pantai;

Meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100
(seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat ditetapkan di
sepanjang pesisir pantai Kabupaten Gowa di Kecamatan Bontonompo Selatan.

e. Kawasan sempadan sungai;

Kawasan sempadan sungai meliputi:

1) Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5
(lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

2) Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan
permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi
sungai; dan

3) Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan
permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi
sungai. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ditetapkan
pada jenis-jenis sungai:

4) Sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan mempengaruhi
penyediaan sumber air baku yang ada di danau dan waduk.

5) Sungai-sungai yang bermuara ke lautan.Kawasan sempadan sungai
ditetapkan di Sungai Je'neberang, Sungai Je'nelata, Sungai Malino, Sungai
Cadika, Sungai Pa’bundukang, dan Sungai Pallappakang.

f. Kawasan sekitar danau atau waduk.

Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud, meliputi
daratan dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) sampai dengan
100 m (seratus meter) dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi.
Kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Mawang di sebagian
wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Waduk Bili-Bili di
sebagian wilayah Desa Bili-Bili dan Kelurahan Bontoparang Kecamatan
Parangloe, Danau Tonjong di sebagian wilayah Kelurahan Mawang
Kecamatan Somba Opu, dan Danau Kalaborang di sebagian wilayah Desa Bili-
bili Kecamatan Parangloe.

6) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dimaksud,
terdiri atas RTH Publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500
(dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk
jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan lahan
didominasi komunitas tumbuhan, dan RTH privat. Kawasan RTH kawasan
perkotaan ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi
ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:
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1) RTH publik minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan
perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 42.096 Ha (empat puluh dua ribu
sembilan puluh enam hektar) dilaksanakan melalui pengembangan:

Hutan perkotaan dengan luasan 112 Ha (seratus dua belas hektar)
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah
Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu,
sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan
Bontomarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan Barombong;
Kawasan sempadan pantai dengan luasan 8 Ha (delapan hektar)
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
Kawasan sempadan sungai dengan luasan 43 Ha (empat puluh tiga
hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu,
sebagain wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah
Kecamatan Bontomarannu;

Kawasan sempadan danau atau waduk dengan luasan 46 Ha (empat
puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Pattallassang, sebagain wilayah Kecamatan Parangloe, sebagain
wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagain wilayah Kecamatan Somba
Opu;

TPU dengan luasan 15 Ha (lima belas hektar) ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan
Pattallassang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
Lapangan olah raga dengan luasan 90 Ha (sembilan puluh hektar)
ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

2) RTH privat minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan
perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 21.046 Ha (dua puluh satu ribu
empat puluh enam hektar). Rencana pemenuhan RTH privat yang
dimaksud meliputi:

RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman
perdesaan; dan

Pekarangan rumah, serta halaman perkantoran, pertokoan, dan
tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL.

7) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar

budaya, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe
ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu
pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan
budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan
keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam
maupun manusia. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan
kawasan cagar budaya, terdiri atas:
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1) Kawasan taman wisata alam; Kawasan taman wisata alam merupakan
Kawasan Taman Wisata Alam Malino dengan luas kurang lebih 3.286 Ha
(tiga ribu dua ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian
wilayah Kelurahan Malino, sebagian wilayah Kelurahan Bulutanah, dan
sebagian wilayah Desa Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong;

2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Kawasan cagar budaya dan
ilmu pengetahuan merupakan bangunan dan lingkungan peninggalan
sejarah ditetapkan di:

- Benteng Balla Lompoa Sungguminasa di Kelurahan Sungguminasa
Kecamatan Somba Opu;

- Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombu Opu di
Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;

- Mesjid Tua Katangka di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu;

- Makam Syech Yusuf di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu;
dan

- Makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba
Opu.

3) Kawasan taman buru luas kurang lebih 402 Ha (empat ratus dua hektar)
terletak di Bissoloro Kecamatan Bungaya;

4) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(2) huruf d luas kurang lebih 41 Ha (empat puluh satu hektar) terletak di
Kecamatan Biringbulu.

8) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam
rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan
bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sempadan
mata air meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat
untuk mempertahankan fungsi mata air dan merupakan wilayah dengan jarak
paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan
Bontomarannu.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan ekonomi dapat diukur dengan salah satu
indikator pereknomian secara makro yaitu pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya
nilai PDRB pada tahun tertentu di bandingkan dengan nilai PDRB pada tahun
sebelumnya. PDRB terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Harga Konstan
dan PDRB Atas Harga Berlaku. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai
PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini

II- 30 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga sehingga perubahan
yang di ukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Gowa sejak tahun 2016-
2020, khususnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK Tahun
2010) Kabupaten Gowa senantiasa mengalami pertumbuhan dari tahun ke
tahun, di mana pada tahun 2020 tumbuh sebesar 14.025,76 milyar rupiah
yang relatif jauh lebih besar bila dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar
11.166,021 milyar rupiah. Berikut tabel PDRB ADHK menurut lapangan usaha
tahun 2016-2020 di Kabupaten Gowa.
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Kateg

orl

10

11

12

Tabel 2. 16.

Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

Uraian

Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan

Pertambangan dan
Penggalian
Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan
Gas

Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi

Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
Informasi dan
Komunikasi

Jasa Keuangan dan
Asuransi

Real Estate

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

%

5,173,375.05

752,070.39

1,154,818.64
22,557.70

19,494.15

1,834,924.22
2,116,438.90

282,193.34
417,351.01
1,351,284.61
440,643.18

1,446,363.57

30.09

4.37

6.72
0.13

0.11

10.67
12.31

1.64

2.43

7.86

2.56

8.41

5,550,014.31

871,126.21

1,240,118.53
24,975.39

21,802.76

2,148,126.11
2,425,495.00

309,871.95
467,965.85
1,524,248.04
476,987.54

1,580,466.24

29.11

4.57

6.51
0.13

0.11

11.27
12.72

1.63

2.45

2.5

8.29

5,655,580.00

1,009,870.00

1,420,320.00
26,140,00

23,150.00

2,487,300.00
2,745,920.00

351,200.00
517,150.00
1,718,640.00
503,290.00

1,712,990.00
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27.01

4.82

6.78
0.12

0.11

11.88
13.11

1.68

247

8.21

2.40

8.18

5,943,990.00

1,043,470.00

1,353,250.00
27,250,00

24,630.00

2,503,090.00
2,714,680.00

343,250.00
476,020.00
1,910,640.00
522,860.00

1,801,610.00

27.61

4.85

6.28
0.13

0.11

11.63
12.61

1.59
2.21
8.87
2.42

8.37

Daerah

6.764.230

1.096.880

1.518.820
29.260

26.090

2.711.800
2.943.550

395.160
500.490
2.068.580
579.690

1.850.200
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Kateg Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
orl Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
13 Jasa Perusahaan 19,581.66 0.11 22,258.47  0.12 25,020.00 0.12 22,790.00 0.11 24.480 0,10
14 Administrasi 918,469.62 5.34 995,955.48  5.22 1,200,770.00 5.73 1,218,530.00 5.66 1.302.500 5,53
Pemerintahan,
Pertahanan
danJaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 678,719.03 3.95 763,379.72 4 828,210.00 3.96 885,000.00 411 914.150 3,88
16 Jasa Kesehatan dan 314,559.79 1.83 352,811.83 1.85 390,880.00 1.87 448,890.00 2.08 492.680 2,09
Kegiatan Sosial
17 Jasa lainnya 248,813.24 1.45 288,284.48 1.51 322,440.00 1.54 291,920.00 1.36 318.290 1,35
PRODUK DOMESTIK 17,192,660, 100 19,063,888.90 100 20,939,000.00 100 21,531,880.00 100 23,536,840 100
REGIONAL BRUTO 0

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022 (diolah)
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Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gowa pada
tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan sebesar 28,74 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran sebesar 12,51 persen, lapangan usaha Konstruksi 11,52 persen,
lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,79 persen, lapangan
usaha Real Estate 7,86 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar
6,45 persen serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,53 persen. Sementara peranan lapangan
usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima)
persen.

Disamping itu terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan
di tahun terakhir dimana diantaranya yaitu sektor industri pengolahan,
konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan,
akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan serta jasa lainnya. Adapun
penurunan yang terjadi diakibatkan terjadinya Pandemi COVID-19 yang
sangat berimbas kepada perekonomian global khususnya Kabupaten Gowa.
Sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah pada industri pengolahan,
disusul kemudian sektor penyediaan akomonasi dan makan minum.
Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan adalah
sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas,
informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa
pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro
ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat
keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang
dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang
lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya
PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain.
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Tabel 2. 17.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gowa
Tahun 2016 - 2021 (%)

KATEGORI LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, Kehutanan, dan 30,09 29,14 27,01 27,61 28,74
Perikanan
B Pertambangan dan 4,37 4,57 4,82 4,85 4,66
Penggalian
C Industri Pengolahan 6,72 6,50 6,78 6,28 6,45
Pengadaan Listrik dan Gas 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12
E Pengadaan Air, Pengelolaan 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 10,67 11,26 11,88 11,63 11,52
G Perdagangan Besar dan 12,31 12,72 13,11 12,61 12,51
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan 1,64 1,62 1,68 1,59 1,68
Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan 2,43 2,45 2,47 2,21 2,13
Makan Minum
] Informasi dan Komunikasi 7,86 7,99 8,21 8,87 8,79
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,56 2,50 2,40 2,43 2,46
L Real Estate 8,41 8,29 8,18 8,37 7,86
M,N Jasa Perusahaan 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10
0 Administrasi Pemerintahan, 5,34 5,22 573 5,66 5,53
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 3,95 4,00 3,96 4,11 3,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan = 1,83 1,85 1,87 2,08 2,09
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 1,45 1,51 1,54 1,36 1,35
PDRB 100 100 100 100 100

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022
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Tabel 2. 18.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

KATEGORI LAPANGAN USAHA 2019 2020

A Pertanian, Kehutanan, dan 4,53 4,4 1,08 2,69 11,34
Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian 13,4 12,65 15,67 1,12 4,00

C Industri Pengolahan 8,61 4.04 12,37 -6,36 9,37

D Pengadaan Listrik dan Gas 6,87 5,44 4,13 4.82 5,48

E Pengadaan Air, Pengelolaan 6,77 10,09 5,01 8,87 4,00
Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 8,43 8,51 10,01 0,38 4,00

G Perdagangan Besar dan Eceran; 8,99 9,82 9,27 -2,14 6,05
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 6,71 8,92 12,3 -5,13 8,43

I Penyediaan Akomodasi dan 10,13 11,85 7,58 -10,57 3,89
Makan Minum

] Informasi dan Komunikasi 9,87 10,39 11,08 10,87 7,63

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,63 3,8 2,41 406 7,28
Real Estate 7,43 5,86 6,37 4,53 2,50

M,N Jasa Perusahaan 8,2 9,28 10,34 -10,79 5,50

(0] Administrasi Pemerintahan, 4,64 3,61 17,23 -0,29 5,89
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib

P Jasa Pendidikan 8,61 9,92 6,76 6,16 3,50

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7,01 8,49 8,2 10,38 7,50
Sosial

R,S, T,U Jasa lainnya 11,25 12,81 9,61 -10,44 7,50

7,21 7,14 7,46 1,76 7,26

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.17 terlihat adanya penurunan yang sangat
signifikan di tahun 2020, dimana laju pertumbuhannya mengalami defisit
sebesar -5,7 dari 7,46 persen menjadi 1,76 persen saja. Adanya penurunan
diakibatkan oleh adanya pendemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya
penurunan pendapatan dari berbagai sektor. Adapun sektor yang paling
mengalami penurunan adalah sector jasa perusahaan sebesar -10,79, disusul
oleh penyedaan akomodasi makan dan minum sebesar -10,57, sector jasa
lainnya sebesar -10,44, sector industri pengolahan sebesar -6,36 persen,
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sector transportasi dan pergudangan sebesar -5,13 persen, serta Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -2,14 persen.

Akan tetapi, meskipun di tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB ADHK
mengalami defisit yang cukup drastis, di tahun 2021 PDRB ADHK Kembali
mengalami kenaikan yang juga cukup siginifikan menjadi 7,26 persen. Sektor-
sektor yang sebelumnya mengalami minus kembali menjadi positif meskipun
tidak sebesar di tahun 2019. Sektor yang masih memberikan kontribusi paling
besar masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
dengan laju pertumbuhan sebesar 11,34 persen. Disusul oleh sector industry
pengolahan sebesar 9,37 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan
sebesar 8,43 persen.

PDRB Per kapita ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu
orang penduduk dan menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi
perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita suatu daerah
tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun.
PDRB per kapita pun merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga
dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan
tingkat kemakmuran penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Gowa, dengan perhitungan tahun dasar
2010, juga mengalami peningkatan yang siginifikan dari tahun 2017 hingga
2021. Untuk PDRB ADHB mengalami peningkatan rata-rata 8 persen tiap
tahunnya. Begitupun dengan PDRB ADHK mengalami peningkatan rata-rata
sebesar 6 persen.

Berikut adalah tabel PDRB perkapita tahun 2017-2021 di Kabupaten
Gowa sebagai berikut :

Tabel 2. 19.
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan
ADHK 2010 Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 17.192,66 11.971,36
2018 19.063,89 12.822,68
2019 20.938,87 13.783,11
2020 21.531,88 14.025,76
2021 23.536,84 15.043,70

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022
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Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di
suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang
merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya
jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan
besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam
dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa untuk selanjutnya
disajikan dalam grafik 2.1.

Grafik 2. 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021
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Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022 (diolah)

Grafik 2.1 memperlihatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Gowa selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2021. Selama tahun
2017 sampai tahun 2019 laju pertumbuhannya cukup stabil. Namun di tahun
2020 mengalami penurunan cukup drastis ke angka 1,76 persen saja. Di tahun
2021, ekonomi Kabupaten Gowa kembali mengalami penguatan di angka 7,26
persen. Hal ini menandakan mulai pulihnya perekonomian setelah mengalami
penurunan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Adapun Perbandingan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021 disajikan
dalam grafik sebagai berikut :
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Grafik 2. 2.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021
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Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa ini lebih tinggi
jika dibandingkan dengan LPE Sulawesi Selatan dan Nasional di tahun 2020
dan 2021, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Gowa relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro
secara nasional.

Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
rakyat Kabupaten Gowa dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini
dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan
(berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan
mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna
untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,
serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara
umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi timbul karena
adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan
(demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor
terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar,
dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang,
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peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (Administered
Price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan
terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand pull inflation adalah
tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya.
Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang
melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih
besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi
inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam
menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan
ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau forward
looking.

Laju inflasi Kabupaten Gowa tertinggi terjadi pada saat menjelang
perayaan hari besar, hari besar keagamaan dan musim liburan sekolah yang
menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan barang/jasa jenis tertentu.
Selain itu laju inflasi ini dipengaruhi juga faktor cuaca ekstrem sehingga
terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa komoditas yang menyebabkan
timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang
selanjutnya akan memacu dan memicu kenaikan harga dan mendorong
terjadinya inflasi.

Perhitungan laju Inflasi Kabupaten Gowa, terhitung berdasarkan
wilayah bagian atau Region Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini, BPS
Kabupaten Gowa  menyatakan bahwa Laju Inflasi Kabupaten Gowa
berdasarkan Region Kota Makassar.

Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan nilai Inflasi Kabupaten
Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017-2021 pada tabel
berikut ini:

Tabel 2. 20.
Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 2018 2019 2020 2021
1 Inflasi Kabupaten Gowa 3.37 3.48 3.72 2.13 2,26%)

2 Inflasi Provinsi 1.04 3.50 2.35 2.04 2,40
Sulawesi Selatan
3 Inflasi Nasional 3.61 3.13 2.72 1.68 1,9

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022
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Grafik 2. 3.
Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022 (diolah)

Pada grafik diatas menunjukkan jika nilai inflasi Provinsi Sulawesi
Selatan lebih tinggi disbanding nilai inflasi Kabupaten Gowa. Ini menunjukkan
bahwa kenaikan harga barang dan jasa cenderung lebih tinggi untuk cakupan
wilayah diseluruh Sulawesi Selatan disbanding di Kabupaten Gowa sendiri.

2.2.1.3 Indeks Gini

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang sering kali digunakan
untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat
menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil
perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi
pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran
pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1.
Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa
pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati
angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam
masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks
gini sebagai berikut:

1. Indeks Gini < 0,3

Ketimpangan rendah
2. 0,3<IndeksGini<0,5 = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini 2 0,5 = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Gowa selama tahun 2017 sampai dengan tahun
2021 menunjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat”
karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila
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dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya
menunjukkan adanya tendensi semakin menurunnya ketimpangan distribusi
pendapatan yang semakin membaik, di mana pada tahun 2015 sebesar 0,38
menurun menjadi 0,34 di tahun 2016 dan meningkat menjadi 0,35 di tahun
2018, akan tetapi meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 0,37 dan di tahun
2019 menurun menjadi 0,35.

Tabel 2. 21.
Perbandingan Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indeks Gini 0,395 0,384 0,354 0,345 0,358
Kabupaten Gowa

2 Indeks Gini Provinsi 0,407 0,397 0,389 0,389 0,382
Sulawesi Selatan

3 Indeks Gini 0,393 0,389 0,382 0,381 0,381
Nasional

4 Kriteria Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat

Ketimpangan
Kabupaten Gowa

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sulsel Triwulan IV 2020

Pada Tabel 2.20, dapat dilihat bahwa tahun 2021 terjadi peningkatan
angka indeks gini sebesar 0,017 dari 0,345 menjadi 0,362. Meskipun
peningkatannya kurang signifikan, namun tetap menunjukkan adanya
peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Hal ini biasanya
disebabkan oleh percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat
berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk
berpendapatan rendah. Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan dan
diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan
meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap
pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan
yang sifatnya prospektif, protektif, pro poor, pro job dan pro invorement.

2.2.1.4 Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan
langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan.
Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat
penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut
tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di
bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran
perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non
makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis
kemiskinan Kabupaten Gowa selama periode 2017 - 2021 mengalami

Gambaran Umum Kondisi Daerah 11-42 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

peningkatan. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kabupaten Gowa tercatat
sebesar 333.002 Rupiah/Kapita/Bulan, sedangkan tahun 2018 365.503
Rupiah/Kapita/Bulan, tahun 2019 menjadi 385.820 Rupiah/Kapita/Bulan,
untuk tahun 2020 menjadi 390.917 Rupiah/Kapita/Bulan, sedangkan tahun
2021 mengalami kenaikan menjadi 408.435 Rupiah/Kapita/Bulan. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2. 22
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Gowa, 2017-2021

1 2017 333.002 62,77 8,42
2 2018 365.503 59,34 7,83
3 2019 385.820 57,98 7,53
4 2020 390.917 57,68 7,38
5 2021 408.435 58,66 7,54

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) pada periode 2017 - 2021 mengalami fluktuasi. Indeks
kedalaman kemiskinan (P1) di tahun 2017 sebesar 1,42 dan tahun 2018
menurun menjadi 1,25 kemudian tahun 2019 turun menjadi 0,92 akan tetapi
mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 1,18. Sedangkan Indeks
keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,39 pada tahun 2017, di tahun 2018
menurun menjadi 0,31, di tahun 2019 menurun kembali menjadi 0,17. Namun
di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,30, kemudian di tahun
2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,06 menjadi 0,36.

Tabel 2. 23.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

1 2017 1,42 0,39
2 2018 1,25 0,31
3 2019 0,92 0,17
4 2020 1,18 0,30
5 2021 1,38 0,36

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022
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Laju perkembangan indeks kedalaman Kemiskinan selanjutnya
disajikan dalam grafik 2.4. Terlihat adanya penurunan indeks di tahun 2019,
namun diakhir 2021 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Grafik 2. 4.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021
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Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022 (diolah)

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan
sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan
hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3)
Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode baru
meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah
dan pengeluaran per kapita. Perkembangan [PM Kabupaten Gowa dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, pada tahun 2017
capaian IPM Kabupaten Gowa sebesar 68,33, mengalami peningkatan sebesar
0,63 dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi
70,29.

Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional yang juga sama sama mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Seperti terlihat pada Tabel 2.23.
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Tabel 2. 24.
Perbandingan IPM Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan Nasional
Tahun 2017-2021

Kabupaten Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Persen)
2017 2018 2019 2020 2021
Kabupaten Gowa 68,33 68,87 69,66 70,14 70,29
Provinsi Sulsel 70,34 70,9 71,66 71,93 72,24
Nasional 70,80 71,4 71,9 71,90 72,30

Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2022, Statistik Indonesia 2022
(diolah)

Dari tabel terlihat bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia
Nasional lebih tinggi dibanding Provinsi Sulsel dan Kabupaten Gowa.

Grafik 2. 5.
Perbandingan IPM Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan Nasional
Tahun 2017-2021
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Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2022, Statistik Indonesia 2022
(diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Sulawesi Selatan
paling tinggi diduduki oleh Kota Makassar dengan nilai 82,66. Paling rendah
adalah Kabupaten Jeneponto dengan nilai 64,56. Sedangkan untuk Kabupaten
Gowa sendiri menduduki urutan ke 12 untuk nilai IPM sebesar 70,29 di tahun
2021. Lebih jelasnya untuk perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota di
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Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Grafik 2.6.
Grafik 2. 6.
[PM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2021
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Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2022 (diolah)

2.2.1.6 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun
ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bias menulis semakin meningkat
setiap tahunnya. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gowa dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2. 25.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gowa Tahun 2017
-2021

Jumlah penduduk 483.497 484.547 535.244 570.441 570.941
(usia 15 tahun keatas)
yang bisa menulis

2 Jumlah penduduk 523.114 523.114 556.954 590.342 590.342
(usia 15 tahun keatas)

3 Angka Melek Huruf  92,43% 92,63% 96,10% 96,63% 96,71%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu komponen
Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan Kombinasi antara
partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang
diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Peningkatan Angka Rata-rata
Lama Sekolah di Kabupaten Gowa ini merupakan modal penting dalam
membangun kualitas manusia Kabupaten Gowa yang lebih baik. Rata-Rata
Lama Sekolah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 2.25 dibawah.

Tabel 2. 26.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

1 2017 7,74
2 2018 7,75
3 2019 7,97
4 2020 8,19
5 2021 8,20
Rerata Pertumbuhan 1,46%

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. SulSel 2022

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa untuk Tahun 2017-2021
yang Nampak pada Tabel 2.25 menggambarkan adanya peningkatan tiap
tahunnya. Untuk Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,01 atau sebesar
0,12 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhannya
tiap tahun adalah sebesar 1,46 persen.
2.2.1.8 Angka Usia Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan
umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup
merupakan salah satu indikator Kkeberhasilan suatu daerah dalam
pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor
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kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup
dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih
berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Peran sektor kesehatan memengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka
kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik.

Berdasarkan angka usia harapan hidup di Kabupaten Gowa di mana
selama kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi peningkatan angka usia
harapan hidup yaitu dari 69.88 tahun di tahun 2016 dan tahun 2020
meningkat menjadi 70,43.

Tabel 2. 27.
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

1 Angka Usia Harapan Hidup 69,94 69,98 70,01 70,43 70,45
(Thn)

Sumber : LLPD Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Semakin meningkatnya angka wusia harapan hidup penduduk
Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik
yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam
menggunakan layanan kesehatan, adanya berbagai seperti Jamkesda
(Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
dan BP]JS Kesehatan.

Akan tetapi dengan adanya peningkatan angka usia harapan hidup,
maka berarti juga harus meningkatkan pelayanan dan penjaminan hidup yang
layak untuk lansia dan panti jompo sehingga memberikan kemungkinan para
lansia untuk tetap beraktivitas dan mendapat pelayanan yang baik dan ke
depan diharapkan menjadi kota yang ramah untuk lansia.

Dalam meningkatkan angka usia harapan hidup diperlukan tenaga
medis dan kesehatan lainnya seperti angka kesakitan yang menurun, akses ke
sarana kesehatan semakin dekat, akses tempat tinggal yang layak huni,
kondisi air bersih yang baik, serta meningkatnya pola hidup sehat
masyarakat.

Untuk perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021 selanjutnya dapat dilihat pada
Grafik 2.7 dibawah ini.
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Grafik 2. 7.
Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel
dan Nasional Tahun 2017-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.2.1.9 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga merupakan salah satu tren
komponen IPM. Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa akan datang, diasumsikan
bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur
berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah
penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah (HLS)
dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Harapan lama sekolah dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan dibidang pendidikan
diberbagai jenjang terutama jenjang pendidikan dasar sebagai langkah nyata
dalam pelaksanaan kewenangan yang diserahkan ke kabupaten yang
ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) diharapkan
dicapai setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tiap tahun mengalami
peningkatan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 sendiri Angka HLS
tumbuh sebesar 0,01 persen dari 13,64 menjadi 13,65. Kondisi tersebut
relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama-sama
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada
grafik 2.8 berikut ini.
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Grafik 2. 8.
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Grafik diatas dapat diketahui bahwa angka HLS Kabupaten Gowa
sejak Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan LHS Provinsi Sulsel dan LHS
Nasional. Hal ini menandakan bahwa harapan lamanya sekolah untuk
penduduk Kabupaten Gowa sendiri lebih baik dibandingkan dengan rata-rata
harapan lama sekolah di seluruh wilayah Sulsel maupun Nasional.

2.2.1.10 Pengeluaran Perkapita

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Gowa selama 5
tahun terakhir (2017-2021) bersifat fluktuatif. Untuk tahun 2021 sendiri
mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4 persen atau setara 39.824
rupiah, dimana total rata-rata pengeluaran per kapita sebelumnya sebesar
1.084.498 rupiah menjadi 1.044.674 rupiah. Perkembangan pengeluaran per
Kapita Kabupaten Gowa dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 2.9.
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Grafik 2. 9.
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021
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Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022

Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Gowa tahun 2021 untuk
kelompok komoditas makanan dan bukan makanan sebesar 1.044.674 rupiah.
Jika dipisahkan, pengeluaran untuk kelompok komoditas makanan adalah
sebesar 541.937 dimana pengeluaran terbesar untuk jenis makanan dan
minuman jadi sebesar 158.315 rupiah dan paling sedikit adalah umbi-umbian
sebesar 6.239 rupiah. Sedangkan komoditas bukan makanan sebesar 502.737
dengan pengeluaran terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga
sebesar 275.886 rupiah, dan paling sedikit adalah untuk keperluan pesta dan
upacara sebesar 13.565 rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
2.27.

Tabel 2. 28.
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas
(rupiah) Tahun 2017-2021

2017 437.025 427.737 864.762
2018 478.322 529.824 1.008.146
2019 457.037 478.399 935.436
2020 557.950 526.548 1.084.498
2021 541.937 502.737 1.044.674

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
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2.2.1.11 Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi.
Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan
membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang
badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Gowa dalam
kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami fluktuasi. Pada di tahun 2017
terdapat 7 kasus atau 0.022% dari 32,020 balita. Pada tahun 2018 terjadi
kenaikan 7 kasus yaitu 0,022% dari 32,020 balita, pada tahun 2019 terdapat
kenaikan yang signifikan jumlah balita gizi buruk sebanyak 38 kasus yaitu 0,07%,
di tahun 2020 jumlah balita gizi buruk naik menjadi 57 orang dari 55.880 jumlah
balita, sedangkan di tahun 2021 jumlah. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya
Aplikasi Eppgbm yang memudahkan surveilans gizi dalam menyasar masalah
status gizi, sedangkan di tahun-tahun sebelumnya pendataan dilakukan hanya
berdasarkan pada buku antropometri.

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2. 29.
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Jumlah balita gizi
buruk

2 Jumlah balita 32.401 32.020 53.821 55.880 48.967

Persentase balita gizi 0,02% 0,02% 0,07% 0,10% 0,13%
buruk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.12 Prevelansi Balita Gizi Kurang

Perkembangan prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Gowa dalam
kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami fluktuasi. Di mana pada tahun 2017
meningkat menjadi 2.238 kasus atau 6.907% dari 32.401 balita, tahun 2018
turun menjadi 554 kasus atau 1.730% dari 32.020 balita, tahun 2019 menjadi
3.135 kasus dari 53,821 balita atau sebesar 5,82% dan mengalami penurunan
pada tahun 2020 menjadi 2.583 kasus dari 55,880 balita atau sebesar 4,62%.
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Tabel 2. 30.
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Banyaknya balita 2.238 3.135 2.583 2677
gizi kurang

2 Jumlah balita 32.401 32.020 53.821 55.880  48.967

3. Prevalensi balita 6,90% 1,73% 5,82% 4,62% 5,47%
gizi kurang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.1.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa
didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah
angkatan Kkerja. Berdasarkan publikasi ILO (International Labour
Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan
bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia
kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program
wajib belajar 9 tahun.

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah
bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).
Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap
masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan
potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang
tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk
menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga
kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu jumlah penduduk angkatan
kerja dibagi seluruh penduduk usia kerja (berumur 15-64 tahun).

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Gowa sebesar 591.593 Jiwa
atau sebesar 76,50 persen dari total penduduk di Kabupaten Gowa. Angkatan
Kerja terdiri dari 407.545 jiwa sedangkan Angkatan bukan kerja terdiri dari
184.048 jiwa. Untuk Angkatan kerja sendiri terbagi menjadi Angkatan kerja
yang bekerja dan pengangguran terbuka, dengan jumlah yang bekerja sebesar
390.040 jiwa, dan pengangguran terbuka sebesar 17.505 jiwa. Dari jumlah
yang bekerja, laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan total
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Angkatan kerja yang bekerja umtuk laki-laki sebesar 233.025, sedangkan
perempuan sebesar 157.015 jiwa. Dengan demikian, tingkat partisipasi
Angkatan kerja di Kabupaten Gowa adalah 407.545 jiwa dari total 591.593
jiwa, atau setara dengan 65,93 persen dari total penduduk usia kerja.

Tabel 2. 31.
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut kegiatan Utama dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa Tahun 2021

Angkatan kerja 243.087 164.458 407.545

1. Bekerja 233.025 157.015 390.040

2. Pengangguran 10.062 7.443 17.505
Terbuka

Bukan Angkatan Kerja 45.853 138.195 184.048

1. Sekolah 17.224 19.144 36.368

2. Mengurus Rumah 12.841 110.006 122.847
Tangga

3. Lainnya 15.788 9.045 24.833
Jumlah/Total 288.940 302.653 591.593

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2021

Dari tahun 2017 sampai 2021, jumlah penduduk Angkatan kerja
mengalami peningkatan. Tingkat partisipasinya fluktuatif, namun ditahun
2017 mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen dari tahun sebelumnya,
seperti yang terlihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2. 32.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 535.919 312.726 58,35%
2018 546.497 350.784 64,19%
2019 556.954 347.773 62,44%
2020 582.646 368.615 63,27%
2021 591.593 390.040 65,93%

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
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2.2.1.14 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dihitung dari banyaknya jumlah
penduduk yang tidak bekerja dalam angkatan kerja terhadap total angkatan
kerja dalam wilayah Kabupaten Gowa. Nampak pada Tabel 2.30, jumlah
pengangguran terbuka adalah sebanyak 17.505 jiwa dengan total laki-laki
sebesar 10.062 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 7.443 jiwa. Dengan
demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gowa tahun 2021
adalah sebesar 4,30 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat
pengangguran terbuka dari tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada Tabel
2.32.

Tabel 2. 33.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 333.179 20.453 6,14%
2018 368.466 17.682 4,80%
2019 365.559 17.786 4,87%
2020 394.000 25.385 6,44%
2021 407.545 17.505 4,30%

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

2.2.1.15 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk
yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka
pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka
pengangguran). Besaran penduduk yang bekerja pada kurun waktu tahun
2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sendiri, jumlah
penduduk yang bekerja meningkat sebesar 21.425 jiwa dari tahun
sebelumnya (2020). Presentase penduduk yang bekerja terhadap total
angkatan kerja sangat diharapkan untuk mengurangi jumlah pengangguran
terbuka, namun tak kalah pentingnya kualitas tenaga kerja juga perlu
ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.
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Tabel 2. 34.
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 333.179 312.726 93,86
2018 368.466 350.784 95,20
2019 365.559 347.773 95,13
2020 394.000 368.615 93,56
2021 407.545 390.040 95,70

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

2.2.1.16 Laju Pertumbuhan PDRB/PDB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan
PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang
digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga
kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. indikator ini
digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.
Tabel 2.40

Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten Gowa
Tahun 2016 - 2020

Produk Domestik 11.971 12.826 13.782 14.025 15.043
Bruto (PDB)
2 Jumlah tenaga kerja 312.726  350.780 347.773  368.615  390.040

Laju Pertumbuhan PDB per 3,83% 3,66% 3,96% 3,80% 3,86%
tenaga kerja (%)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.17 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja
Bebas keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB),
dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri,
pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas
yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase).Indikator yang
digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki
pekerjaan pada kegiatan informal.
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Tabel 2. 35.
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas
Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

Tenaga kerja yang 114451 129.219 127.699 160.226 167.547
berusaha sendiri dan
pekerja bebas keluarga

2 Total kesempatan kerja 312.726  350.784 347.773 368.615 390.040

Proporsi tenaga kerja 36,60% 36,84% 36,72% 43,47% 42,95
yang berusaha sendiri

dan pekerja bebas

keluarga terhadap total

kesempatan kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa Tahun 2022

2.2.1.18 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur
pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang
diharapkan oleh  masyarakat dapat terwujud. Dalam rangka
menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka
perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan
oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui
kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian
adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2. 36.
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

IKM Tahun 2016-2020 759% 79,46% 83,86%  83,13%  84,85%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.19 Presentase PAD Terhadap Pendapatan

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah
yang salah satu komponenya adalah pajak daerah. Persentase PAD terhadap
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pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan
daerah, hal tersebut juga menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah.
Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gowa dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37.
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 1.790.263.499.730,15 268.339.203.299,15 14,99%
2018 1.781.396.471.000,37 217.112.642.503,37 12,19%
2019 1.870.608.908.440,64 238.239.570.974,67 12,74%
2020 1.883.818.352.305,74 241.470.562.565,34 12,82%
2021 1.872.136.404.847,22 256.759.755.064,22 13,71%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Dari data pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa kemandirian fiskal
Kabupaten Gowa masih rendah karena proporsi PAD terhadap total
Pendapatan Daerah selama tahun 2017-2021 baru mencapai rata-rata
dibawah 15 persen. Akan tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar
presentase PAD terhadap pendapan sebesar 0,9 persen disbanding tahun lalu.

2.2.1.20 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP)
adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi
dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi
pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan
wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan
konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial,
ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH
juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan
dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.Pencapaian Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Skor Pola Pangan 89,6% 89,7%  89,8% 89,9% 90,0%
Harapan (PPH)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Berdasarkan Hasil Analisis Konsumsi Pangan pada tahun 2017-2021,
kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Gowa yang ditunjukkan
oleh skor PPH mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Pada tahun 2021 ketersediaan pangan di Kabupaten Gowa sudah
cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang sudah mencapai
skor maksimum, diantaranya umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan
lemak serta sayur dan buah, sedangkan kelompok pangan yang belum
mencapai skor maksimum selama empat tahun terakhir adalah buah/biji
berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

2.2.1.21 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB

Dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi, Kabupaten Gowa
mempunyai potensi perkebunan yang besar. Maka dari itu sektor perkebunan
berpengaruh terhadap jumlah PDRB Kabupaten Gowa. Kontribusi sektor
perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2. 39.
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 180.512,83 5.173.375,05 3,49%
2018 183.901,90 5.558.315,76 3,31%
2019 184.798,33 5.655.581,95 3,27%
2020 291.238,72 5.943.990,00 4,90%
2021 321.819,09 5.781.169,81 5,57%

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa,Tahun 2022

2.2.1.22 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan
pertumbuhan eknomi di suatu wilayah yang disebabkan berbagai sektor,
salah satunya adalah sektor pariwisata. Kontribusi Sektor Pariwisata
Terhadap PDRB pada kurun waktu 2017-2019 mengalami kenaikan, akan
tetapi di sejak tahun 2020 kian mengalami penurunan, hal ini disebabkan
karena terjadinya Pandemi Covid-19. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap
PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 40.
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 667.164.2000 17.192.664.100 3,88%
2018 756.250.3000 19.071.982.700 3,97%
2019 839.586.700 20.938.874.400 4,01%
2020 767.940.000 21.531.880.000 3,57%
2021 500.490,000 23.536.837,73 2,13%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa,Tahun 2022

2.2.1.23 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Bila dilihat dari kondisi perairan di Kabupaten Gowa, pada dasarnya
pengembangan budidaya perikanan yang dikembangkan adalah perikanan air
tawar. Sedangkan perikanan air laut di Kabupaten Gowa tidak terlalu
berpengaruh besar, hal ini dikarenakan garis pantai Kabupaten Gowa hanya
sepanjang 800 m, sehingga Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan
Terhadap PDRB di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir
dibawah 6 persen. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 41.
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 929.758,63 17.192.664,10 5,41%
2018 1.024.957,42 19.071.982,68 5,37%
2019 1.115.367,75 20.938.874,38 5,33%
2020 1.032.615,62 21.531.877,32 4,80%
2021 1.129.768,21 23.536.837,73 4,80%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa,Tahun 2021

2.2.1.24 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang
ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup terhadap PDRB.
Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan
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eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan. Untuk beberapa tahun
kedepan kontribusi sektor perdagangan diharapkan semakin meningkat
khususnya di Kabupaten Gowa sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi
Sulawesi Selatan. Di tahun 2021 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
PDRB berangsur membaik dibandingkan dengan tahun 2021 yang mengalami
penurunan yang signifikan akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya
peningkatan sebesar 4,64 persen menandakan mulai pulihnya perekonomian
Kabupaten Gowa. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten
Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 2.116.438,90 17.192.664,10 12,31%
2018 2.425.945,00 19.071.982,68 12,71%
2019 2.745.923,50 20.938.874,38 13,11%
2020 2.714.680,00 21.531.880,00 7,87%

2021 2.943.550,00 23.536.837,73 12,51%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa,Tahun 2022

2.2.1.25 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan
bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Untuk itu Pemerintah
Kabupaten Gowa diharapkan dapat terus menerus meningkatkan PDRB-nya
khususnya sektor industri yang memilki prospek potensial untuk
dikembangkan. Hal ini dikarenakan sektor industri merupakan sektor yang
banyak menyerap tenaga kerja. Pada Tahun 2021, meskipun ada peningkatan
sebesar 0,17 persen, kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten
Gowa tidak jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini
menandakan kontribusinya cukup stabil. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 2.42 dibawah.
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Tabel 2. 43.
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 1.154.818,64 17.192.664,10 6,72%
2018 1.240.118,53 19.071.982,68 6,50%
2019 1.420.321,90 20.938.874,38 6,78%
2020 1.353.250,00 21.531.880,00 6,28%
2021 1.518.820,00 23.536.837,73 6,45%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa,Tahun 2022

2.2.1.26 Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan

Pertumbuhan PDRB sector transportasi dan pergudangan di
Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan
yang signifikan. Pada tahun 2021 sendiri hanya tumbuh sebesar 0,08 persen
dibandingkan dengan tahun 2020. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table
2.44 dibawah.

Tabel 2. 44.
Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021 (Persen)

2017 2018 2019 2020 2021

Pertumbuhan PDRB 1,64% 1,62% 1,68% 1,59% 1,68%
Sektor Transportasi

dan Pergudangan

Kabupaten (Persen)

Sumber : Gowa Dalam Angka,Tahun 2022

2.2.1.27 Penguatan Cadangan Pangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan
pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan
cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas
cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan
cadangan pangan masyarakat. Penguatan cadangan pangan di Kabupaten
Gowa pada tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan oleh SKPD yang
bersangkutan, sedangkan penguatan cadangan pangan padaempat tahun
terakhir adalah sebesar 2 ton. penguatan cadangan pangan Kabupaten Gowa
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dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45.
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 2 2 Ton
2018 2 2 Ton
2019 2 2 Ton
2020 2 2 Ton
2021 2 2 Ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.28 Indeks Perkembangan Desa

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan salah satu indikator
dalam prioritas Nasional dalam rangka mengurangi desa tertinggal yang ada
di Indonesia, dimana output dari Penyusunan IPD ini adalah terpetakannya
desa-desa berdasarkan tingkat perkembagan desa menurut IPD ke dalam 3
(Tiga) Klasifikasi yaitu; Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.

Tabel 2. 46.
Status Perkembangan Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

2016 2018 2019 2020 2021

1 Mandiri 0 0 0 1 12

2 Maju 8 8 9 37 51

3 Berkembang 77 107 112 83 59

4 Tertinggal 36 6 0 0 0

5 Sangat 0 0 0 0 0
Tertinggal

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2022

Dari Tabel 2.45 diatas dapat dilihat perkembangan desa di Kabupaten
Gowa yang makin baik. Sejak Tahun 2019 sudah tidak ada lagi desa tertinggal,
sementara di tahun 2021 perkembangannya makin pesat dimana sudah
terbentuk 12 desa mandiri, 51 desa maju, dan 59 desa berkembang. Desa
berkembang makin berkurang karena berubah menjadi desa maju dan
mandiri. Sedangkan untuk tahun 2017 sendiri tidak ada data yang tersaji
karena tidak dilakukan pendataan.

Secara grafik, perkembangan desa sejak tahun 2016 sampai 2021
dapat dilihat pada grafik dibawah.
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Grafik 2. 10.
Status Perkembangan Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021
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Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2022

2.2.1.29 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan
perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.
IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi
mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.
Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan.
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara
pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar
jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian
pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar
untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio
perbandingan yang paling sempurna.

IPG Kabupaten Gowa Tahun 2021 sebesar 87,37 dengan capaian
sebesar 91,35 persen dari target yang ditetapkan yaitu 91,14. IPG kabupaten
gowa lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender
Provinsi Sulawesi Selatan yang bernilai 92,85 maupun nasional dengan nilai
91,27.

II- 64 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

Grafik 2. 11.
Perbandingan IPG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional
Tahun 2017-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang
selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk
mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan
partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-
laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan
keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan
perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase
laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur
dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Adapun untuk IDG Kabupaten Gowa berada di nilai 79,71 di Tahun
2021 berada diatas IDG Provinsi Sulsel dengan nilai 74,46, dan IDG Nasional
dengan nilai 76,26. Artinya, pertisipasi perempuan di Kabupaten Gowa lebih
banyak dibandingkan rata-rata partisipasi perempuan di wilayah Provinsi
Sulsel dan Nasional.
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2.2.2 Seni, Budaya, dan Olahraga
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Grafik 2. 12.
Perbandingan IDG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional
Tahun 2017-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi

m Nasional

77,97

76,32

2020

~
N
N
~

Kasar (APK) merupakan persentase jumlah
penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa
pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan

jenjang pendidikan tersebut, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 47.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017
2018
2019
2020
2021

113,26
110,61
104,51
105,88
107,00

79,58
92,85
104,25
86,23
84,31

64,44
80.61
89,99
90,32
88,95

I, 70,71

I 74,76

2021

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan Badan Pusat Statistik Tahun 2021
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Capaian tingkat APK Kabupaten Gowa pada tahun 2021 telah
melampaui 100 persen, yaitu 107,00 untuk APK SD/MI. Namun untuk APK
SMP/MTs sebesar 99,20 persen dan SMA/SMK/MA sebesar 89,95 persen. Hal
ini tidak terlepas oleh adanya kebijakan penguatan Pendidikan selama ini
telah dilakukan dengan baik.

Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan
dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK
berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap
pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. APK pada jenjang pendidikan SD/MI di
Kabupaten Gowa dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung
mengalami kenaikan, walaupun terdapat penurunan pada tingkat SMP/MTs
dan SMA/MA/SMK di tahun 2021.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada
kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada
kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM Kabupaten Gowa Tahun
2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.47 dibawah ini.

Tabel 2. 48.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gowa Tahun
2017 - 2021
2017 99,50 68,21 63,88
2018 97,92 72,22 59,70
2019 95,82 73,57 59,04
2020 97,01 74,27 60,50
2021 97,62 76,94 60,34

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan Badan Pusat Statistik Tahun 2022

APM Kabupaten Gowa untuk SD/MI dan SMP/MTs mengalami
kenaikan di Tahun 2021. Namun untuk APK SMA/MA/SMK mengalami sedikit
penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan
untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini
juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar
yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan
perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan
jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing
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jenjang pendidikan.
c. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok
usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan
suatu jenjang pendidikan tertentu. Selengkapnya dapat dilihat pada beberapa
tingkat pendidikan berikut :

Tabel 2. 49
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

- SD/MI/ Paket A SMP/MTs/ Paket B

2017 0,26 % 0,0092 %
2018 0,26 % 0,0045 %
2019 0,27 % 0,0055 %
2020 0,29 % 0,0078 %
2021 0,00 % 0,0000 %

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbudristek 2022 (Diolah)

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya
pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu
indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak
bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di
Kabupaten Gowa pada periode 2017 sampai dengan 2021 cukup rendah
(dibawah 1 persen), namun demikian untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket
A dan SMP/MTs/Paket B menunjukkan kecenderungan peningkatan. Kecilnya
angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya kebijakan
program pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah
periose 2016-2021.

d. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan
keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik proses belajar
mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Selengkapnya
dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut.
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Tabel 2. 50
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100 % 100 %
2018 100 % 100 %
2019 100 % 100 %
2020 100 % 100 %
2021 100 % 100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2022

Capaian angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan
SMP/MTs/Paket B secara konsisten mencapai 100 persen, keberhasilan ini
tidak terlepas dari beberapa program strategis daerah dibidang pendidikan
seperti Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutkan (SKTB).

e. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap
jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka
Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah
menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan
pendidikannya ke jenjang berikutnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel-
tabel berikut.

Tabel 2. 51
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 12.312 12.945 95,11%
2018 12.945 12.945 100,00%
2019 13.101 13.101 100,00%
2020 11.762 12.375 95,05%
2021 12.967 12.967 100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Angka Melanjutkan Kabupaten Gowa dari SD/MI ke SMP/MTs
berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2017-2021, bahkan cenderung
menurun pada tahun 2017, capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat
siswa SD yang tamat namun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang
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pendidikan menengah. Beberapa faktor yang menghambat pencapaian target
angka melanjutkan di Kabupaten Gowa adalah kemiskinan yang
menyebabkan masih terdapat beberapa siswa yang berasal dari keluarga
kurang mampu yang harus membantu perekonomian.

f. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan
Dasar

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk
menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah
ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2. 52
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan
Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 125.783 53,03
2018 113.655 59,04
2019 674 128.089 52,62
2020 674 130.726 51,56
2021 674 130.497 51,65

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Gowa Dalam Angka Tahun 2022

Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Gowa menurun dalam jangka
waktu dua tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh semakin bertambah jumlah
penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedangkan jumlah sekolah tidak
bertambah.

g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum
jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang
ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan
pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Adapun kondisi Pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 2. 53.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 30.843 43.852 70,34%
2018 36.008 36.779 97,90%
2019 43.969 44851 98,03%
2020 22.436 25.646 87,48 %
2021 25.952 27.999 92,96%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa,Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan kecenderungan peningkatan persentase
jumlah anak usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jenjang TK/
RA/Penitipan Anak mengindikasikan perkembangan PAUD di Kabupaten
Gowa sangat baik baik yang difasilitasi oleh pemerintah dan prakarsa
masyarakat.

2.3.1.2 Kesehatan
1) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR)
merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat
kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang
menitikberatkan pada upaya penurunan AKB, dimana AKB merujuk pada
jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi umur < 1 tahun
per 1.000 kelahiran hidup.

Distribusi angka kematian bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
(Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021 disajikan dalam tabel sebaggai
berikut :

Tabel 2. 54
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
(Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 75 12.652 6
2018 42 13.051 3
2019 47 13.555 3
2020 41 13.515 3
2021 65 12.526 5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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AKB di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan yang signifikan hal ini dikarenakan adanya
beberapa perbaikan, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu semasa
hamil serta penanganan dan pemantauan bayi baru lahir secara adekuat,
dengan adanya program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang bayi hidup
sampai dengan usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten
Gowa selama kurun waktu lima tahun menunjukkan penurunan. Hal ini
menunjukkan, masih perlunya kerja keras stakeholder terkait untuk terus
meningkatkan ankga kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 55

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran
(Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

997 997 997

Angka 941 995
Kelangsungan
Hidup Bayi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4
tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada
pertengahan tahun itu. Angka Kematian Balita di Kabupaten Gowa dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 56
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Angka Kematian
Balita Per 1000 9 11 5 1 5
Kelahiran Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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4) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4
tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada
pertengahan tahun itu. Angka Kematian Balita di Kabupaten Gowa dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Angka
Kematian Balita
Per 1000 9 11 5 1 5
Kelahiran
Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan Angka kematian ibu pada saat hamil,
bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran, Angka Kematian Ibu per
100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Kasus)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 13 12.655 103
2018 17 13.051 130
2019 14 13.555 103
2020 15 13.515 111
2021 16 12.526 128

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021
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Data kematian ibu selama tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi.
Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas
kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa kabupaten untuk penanganan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal masih belum optimal dan distribusi
SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat daruratan belum merata
ditingkat puskesmas. Selain itu sistem rujukan dari fasilitas pelayanan
kesehatan dasar ke fasilitas rujukan belum seluruhnya berjalan optimal.
Kebijakan Sistem Rujukan yang belum efektif untuk kasus-kasus darurat
sehingga terlambat mencapai faslitas kesehatan.

6) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari,
oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan
posyandu antara lain menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka
kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS,
meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan
kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya
masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan
reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan
ekonomi keluarga sejahtera.

Rasio posyandu di Kabupaten Gowa meningkat selama kurun waktu
lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Posyandu yang
ada di Kabupaten Gowa. Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Gowa
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 61.153 12,00
2018 765 57.023 13,42
2019 776 59.201 13,12
2020 782 55.880 13.9
2021 783 48.967 15.9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana
penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan
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dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah
ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau
pelayanan kesehatan.

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui
cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada
penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai
dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan
penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 60
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 748.200 0,25
2018 189 760.607 0,25
2019 158 772.684 0,20
2020 151 765.836 0,19
2021 145 773.315 0,18

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2022

8) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per
1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit
terhadap jumlah penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di
Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 1 748.200 0,0013
2018 2 760.607 0,0026
2019 2 772.684 0,0026
2020 3 765.836 0,0039
2021 3 773.315 0,0038

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
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9) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk ini menggambarkan tingkat
pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah
dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter memperlihatkan kecenderungan
meningkat setiap tahunnya, salah satu penyebabnya adalah adanya
pengangkatan CPNS tenaga medis khususnya dokter di Kabupaten Gowa.
Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2. 62
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun
2017 - 2021
2017 748.200 0,127
2018 153 760.607 0,201
2019 178 772.684 0,230
2020 204 765.836 0,266
2021 217 773.315 0,280

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD, Tahun 2022

10) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa
besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis di
Kabupaten Gowa berkurang secara signifikan di tahun 2020 namun Kembali
mengalami peningkatan di tahun 2021. Rasio tenaga medis di Kabupaten
Gowa selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 260 748.200 0,348
2018 352 760.607 0,463
2019 354 772.684 0,458
2020 205 765.836 0,268
2021 217 773.315 0,280

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD, Tahun 2021

11) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan
komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang
mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan
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terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas,
Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSU). Cakupan
komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2. 64
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 2.038 2.780 73,31%
2018 2.130 2.757 77,26%
2019 2.187 3.021 72,39%
2020 1.546 3.021 51,18%
2021 1.502 2.671 56.23%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

12) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2. 65
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 13.318 13.898 95,83%
2018 13.016 13.179 98,76%
2019 13.304 13.304 100,00%
2020 13.456 14.488 92,88%
2021 12.594 12.734 98,90%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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13) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya
Universal Child Immunization (UCI) ialah cakupan imunisasi dasar lengkap
bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Cakupan
desa/kelurahan UCI di Kabupaten Gowa turun di tahun 2021 mengalami
penurunan disbanding tahun sebelumnya menjadi 86,82%, hal ini
dipengaruhi oleh terjadinya Pandemi COVID-19 sehingga tidak dilaksanakan
sweeping imunisasi.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kontak fisik selama masa
pandemik. Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Gowa selama lima
tahun terakhir telah mencapai 100% seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 66
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

167

2017 167 100%
2018 167 167 100%
2019 167 167 100%
2020 151 167 90,42%
2021 145 167 86,82%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

14) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk
yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan
kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu
wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan Balita
Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2. 67
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten
Gowa Tahun 2017- 2021

2017 4 4 100,00%
2018 7 7 100,00%
2019 38 38 100,00%
2020 57 57 100,00%
2021 64 64 100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi
Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi
minimum diindikasikan oleh masih tingginya prevalensi stunting yang
disebabkan oleh kurang asupan gizi dalam waktu cukup lama. Proporsi
penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum di
Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 68
Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat
Konsumsi Minimum Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 660 Jiwa (1.883,0 Kkal) 60.153 3,00%
2018 660 Jiwa (1.817,6 Kkal) 57.023 3,19%
2019 659.512 Jiwa (1.777,2 Kkal) 59.201 3,00%
2020 772.684 Jiwa (1.896,2 Kkal) 55.880 3,39%
2021 784.511 Jiwa (1.847,4 Kkal) = -

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022

Gambaran Umum Kondisi Daerah 11-79 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

15) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan pasien baru TB BTA Positif adalah penemuan pasien TB
melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di
unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.
Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah
pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian. Sedangkan
penanganan/pengobatan adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB
BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan
diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan
penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan
penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di Kabupaten Gowa
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 69
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 1.513 41,84%
2018 769 1.860 41,34%
2019 1.039 2.290 45,37%
2020 635 1.359 46,72%
2021 945 1.497 63,12%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

16) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang
paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang
tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosi (per 100.000 penduduk) di Kabupaten
Gowa dapat di lihat pada tabel berikut.

Gambaran Umum Kondisi Daerah 11-80 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

Tabel 2. 70
Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 1.464 748.200 195,67
2018 1.578 760.607 207,47
2019 1.731 772.684 224,02
2020 949 765.836 123.92
2021 1.266 773.315 163.71

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

17) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian karena tuberculosis dihitung berdasarkan
perbandingan jumlah pasien TB yang meninggal terhadap jumlah penduduk
per 100.000 jiwa. Tingkat Kematian karena Tubercolosis di Kabupaten Gowa
selama lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 71
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 16 748.200 2
2018 28 760.607 4
2019 12 772.684 2
2020 30 765.836 4
2021 84 773.315 11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

18) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan
jumlah penderita DBD yang ditangani. Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD pada Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
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Tabel 2. 72
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100,00%
2018 100,00%
2019 473 473 100,00%
2020 439 439 100,00%
2021 335 335 100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2021 di
Kabupaten Gowa sebanyak 335 ini berarti menurun dibanding tahun 2020
yang hanya terdapat 439 Kasus namun masih tergolong tinggi. Permasalahan
dalam upaya pengendalian DBD antara lain : masih kurangnya kesadaran
masyarakat untuk melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk secara
terus menerus sebagai upaya yang efektif dalam pencegahan penyakit DBD
dan belum optimalnya penggunaan analisa data dalam perencanaan kegiatan
Pengendalian DBD oleh petugas Puskesmas.

19) Penderita Diare yang ditangani

Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja
yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Penderita diare yang ditangani
merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana
kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap
jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu
yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk.
Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.73
Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 20.234 14.705
2018 8.469 20.303
2019 7.139 20.862
2020 3.478 20.678
2021 2.294 20.880

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Pada tahun 2020 kasus diare pada semua umur sebanyak 20.678 kasus
dan tahun 2021 sebanyak 20.868 kasus. Hal ini menunjukkan adanya
penurunan yang dikarenakan meningkatkan jumlah desa ODF di Kabupaten
Gowa dan kondisi pandemi covid-19 dimana masyarakat memilih untuk
melakukan pengobatan sendiri di rumah terlebih dahulu.

20) Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui
insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Jumlah
penduduk yang menderita di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir
terus mengalami penurunan. Angka kejadian malaria di Kabupaten Gowa
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 748.200 1,34 0
2018 7 760.607 0,92 0
2019 9 764.970 1,18 0
2020 4 765.836 5,22 0
2021 6 773.315 7,75 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Pada tahun 2020, di Kabupaten Gowa ditemukan 4 Kkasus positif
malaria. Sementara di Tahun 2021 ditemukan 6 kasus, yang artinya
meningkat dibanding tahun 2020. Tingkat kematian akibat Malaria tahun
2017-2021 sebanyak 0 kasus.

Penegakan diagnosa malaria yang dilakukan adalah dengan
pemeriksaan mikroskopis. Semua kasus positif malaria mendapat
pengobatan ACT. Dalam hal pengobatan malaria, dilakukan pemantauan
minum obat malaria oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten bersama dengan
puskesmas. Tujuannya untuk memastikan obat malaria yang diberikan
diminum dengan teratur dan tepat, untuk mencegah terjadinya kegagalan
pengobatan yang bisa berakibat terjadinya kekambuhan dan resistensi obat.

Dilakukan penyelidikan epidemiologi pada semua kasus malaria untuk
mengetahui kronologis riwayat sakit dan pengobatan untuk menentukan
klasifikasi kasus, mencari kasus atau tersangka lain di sekitar penderita, dan
pengamatan vektor di lingkungan tempat tinggal penderita.

Gambaran Umum Kondisi Daerah 11-83 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

21) Prevelensi HIV/AIDS (persen)

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui
hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan
dengan kesehatan reproduksi terutama perempuan. Persentase Prevalensi
HIV/AIDS merupakan jumlah pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi
penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten
Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75
Prevelensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

0 0

2017 0

2018 55 751.981 0,007%

2019 103 772.684 0,013%

2020 20 765.836 0,0026%
2021 60 773.315 0,0077%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 mengalami
peningkatan sebesar 40 kasus dari total 773.315 penduduk di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini
tentunya menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah
Kabupaten Gowa karena resiko penularannya yang bisa makin banyak di
tahun berikutnya. Tingkat prevelensinya pun mengalami kenaikan sebesar
0,0051 persen.

22) Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir

Salah satu kegiatan penanggulangan HIV adalah mengupayakan
peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko.
Jumlah penduduk Kabupaten Gowa usia 15-24 tahun yang memakai kondom
berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir
mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, seperti dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 2.76
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi
Terakhir Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

75

2017 86 1,15
2018 113 o) 1,14
2019 209 195 1,07
2020 205 222 0,9
2021 Tidak ada data di Dinas Kesehatan (data di Dinas KB)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

23) Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki
Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Proporsi jumlah penduduk wusia 15-24 tahun yang memiliki
pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS di Kabupaten Gowa dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki
Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 0 0 0

2018 40 124.155 0,03%
2019 65 133.275 0,05%
2020 115 135.887 0,08%
2021 305 136.208 0,22%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Jumlah pasien HIV dan AIDS di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 ke
tahun 2021 kiang mengalami kenaikan (sesuai dengan tabel 2.76). Tingkat
pengetahuan mengenai HIV dan AIDS di antara penduduk kebanyakan di usia
15-24 tahun di Kabupaten Gowa masih berkisar 0,22% di tahun 2021.

24) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi
lahir hidup disuatu wilayah. Di Kabupaten Gowa cakupan kunjungan bayi
tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, dan di tahun 2021 capaian cakupan
kunjungan bayi melebih 100 persen yakni 100,21%

Hal ini di karenakan pelayanan kesehatan dasarpada anak bayi salah
satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), hal Ini yang menarik
ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi
mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai usia satu tahun.

Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Gowa pada Tahun 2021
sebesar 100,21 persen Dari jumlah bayi 12.256 yang mendapatkan pelayanan
bayi sesuai standar adalah 12.553 bayi mengalami peningkatan dari tahun
2020, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 78
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 12.019 12.736 94,37%
2018 12.893 13.051 98,79%
2019 13.027 13.733 94,86%
2020 13.082 13.515 96,40%
2021 12.553 12.526 100,21%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar
yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama
periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelayanan kesehatan
tersebut meliputi : Pemberian imunisasi dasar lengkap, Stimulasi deteksi
intervensi dini tumbuh kembang bayi, Pemberian Vitamin A 100.000 IU,
Konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda -tanda
sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA dan
penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.
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25) Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Distribusi
tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh
Puskesmas, banyak terpusat di kawasan perkotaan. Tingginya mutasi petugas
yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas serta
penempatan pejabat/petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi
kesehatan menurut Permenkes 75 Tahun 2014. Cakupan Puskesmas
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 79
Cakupan Puskesmas Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 144,44%
2018 26 18 144,44%
2019 26 18 144,44%
2020 26 18 144,44%
2021 26 18 144,44%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan Puskesmas per-kecamatan di Kabupaten Gowa sejak tahun
2017 sudah terpenuhi diatas 100 persen. Permasalahan terkait capaian
cakupan Puskesmas adalah :distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis
tenaga) tidak merata di seluruh puskesmas dan tingginya mutasi petugas
yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi puskesmas.

26) Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang
sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan
puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan
kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan
sarana yang tersedia. Puskesmas pembantu memiliki ruang lingkup yang
lebih kecil dan kecangggihan yang lebih rendah daripada puskesmas. Cakupan
Puskesmas Pembantu di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2. 80
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 115 121 95,04%
2018 115 121 95,04%
2019 115 121 95,04%
2020 125 121 103,31%
2021 119 121 98,34%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Cakupan Puskesmas Pembantu per-Desa di Kabupaten Gowa tahun
2021 mengalami penurunan sebesar 4,97 persen dibandingkan dengan tahun
2020. Ketersedian sarana kesehatan merupakan komponen yang penting
dalam sumber daya kesehatan. Sarana kesehatan harus memadai, baik dalam
jumlah maupun kualitas bangunan yang merupakan unit sarana pelayanan
kesehatan yang bermutu, baik bangunan utama, sarana pendukung maupun
sanitasi lingkungannya.

27) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan
yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan
petugas kesehatan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 81
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 13.238 13.898 95,25%
2018 13.538 13.786 98,20%
2019 14.249 15.107 94,32%
2020 13.962 15.106 92,43%
2021 12.666 13.353 94,85%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Gowa selama lima
tahun terakhir berada diatas 90%, dan pada tahun 2021 berada pada capaian
94,85%. Kondisi grografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu
hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai
kompotensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya . Jika ibu
hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa
kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagain cakupan kunjungan ibu
hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai
kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan.

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak
memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengakp (K4) adalah: belum
semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan
persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan
dan adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau
sasmpai persalinannya.

28) Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu
nifas mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.
Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas, diperlukan pemantauan
pemeriksaan ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 (tiga)
kali yaitu : 6 jam - 3 hari setelah persalinan, 4-28 hari setelah persalinan, 29-
4?2 hari setelah persalinan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain : pelayanan Keluarga
Berencana (KB) pasca persalinan dan pemberian vitamin A 200.000 IU
sebanyak dua kali. Cakupan Kunjungan Nifas di Kabupaten Klaten Tahun 2017
- 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 82
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 12.579 13.318 94,45%
2018 12.876 13.179 97,70%
2019 13.277 14.418 92,09%
2020 13.044 14.488 90,03%
2021 12.148 12.734 95,39%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Pada Tahun 2021 pencapaian Cakupan pelayanan Nifas ( KF ) sebesar
95,39 persen Pencapaian Cakupan pelayanan nifas yang dimaksud jika sudah
melakukan kunjungan nifas lengkap, jadi masih ada ibu nifas yang belum bisa
mencapai kunjungan nifas lengkap karena masih mendapatkan kunjungan
nifas pertama atau kedua, dan juga adanya kematian maternal di masa nifas.
Selain itu dengan adanya masa pandemi ada ibu nifas yang tidak
memeriksakan kesehatannya atau bidan desa memang belum melakukan
kunjungan nifas.

29) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan atau
kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian, seperti asfiksia,
tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir dan BBLR. Yang dimaksud
penanganan neonatus dengan komplikasi adalah neonatus sakit dan atau
dengan kelainan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar oleh tenaga
kesehatan baik di rumah maupun di sarana pelayanan kesehatan.

Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Gowa dari
tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 83
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 1.242 1.883 65,96%
2018 1.263 1.958 64,50%
2019 1.436 1.996 71,94%
2020 1.085 1.085 100,00%
2021 265 265 100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan neonatus
komplikasi tahun 2021 di Kabupaten Gowa sebesar 100,00 persen. Angka ini
masih sudah sesuai dengan target dari sasaran neonatus komplikasi dari
sasaran bayi. Walaupun ditahun sebelumnya masih rendahnya cakupan
pelayanan neonatal komplikasi dapat disebabkan oleh sistem pencatatan dan
pelaporan atau tidak ditemukannya neonatus yang komplikasi dan juga
kualitas dari kunjungan neonatus yang kurang maksimal.
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30) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan anak balita (12 - 59
bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan,
disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 84
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 45.817 52.194 87,78%
2018 51.853 51.853 100,00%
2019 51.260 68.240 75,12%
2020 49.110 55.880 87,88%
2021 42.369 48.967 86,52%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Berdasarkan data capaian pelayanan anak balita dari tahun 2017-
2021 terjadi fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya karena kegiatan
posyandu yang monoton sehingga mengurangi minat ibu untuk datang
membawa balitanya berkunjung ke posyandu. Demikian pula keterlibatan
lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan di posyandu
yang masih kurang maksimal, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam
memantau tumbuh kembang anak balita menurun.

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Gowa pada
Tahun 2021 sebesar 86,52 persen. Dari sasaran balita 48.967 yang
mendapatkan pelayanan kesehatan anak balita sejumlah 42.369 balita. Hal ini
disebabkan banyaknya balita yang sudah sekolah di PAUD sehingga tidak
datang ke posyandu dan dengan adanya pandemi COVID 19 posyandu banyak
yang ditiadakan.

31) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24
Bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada
anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Kekurangan gizi
pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan
dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu
pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan untuk keluarga miskin perlu
dilakukan karena adanya keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah
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tangga. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 85
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-
24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 1.965 1.965 100,00%
2018 910 910 100,00%
2019 7.512 6.146 81,82%
2020 2.957 3.127 94,56%
2021 NA NA NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24
Bulan Keluarga Miskin tahun 2017-2018 sudah mencapai 100 persen namun
di tahun 2019 sampai 2020 kembali dibawah 100 persen. Sedangkan untuk
tahun 2021 tidak ada data.

32) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan
kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran
tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat di Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 86
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 69.650 80.132 86,92%
2018 70.847 84.907 83,44%
2019 62.470 79.914 78,17%
2020 24.509 52.771 46,44%
2021 39.922 56.778 70,31%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021
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Jumlah seluruh anak siswa SD kelas 1 Tahun 2020 sebanyak 52.771,
target penjaringan tercapai hanya 46,44 persen karena adaya pendemi covid-
19, anak sekolah belajar dengan cara daring / kegiatan di rumah, sehingga
kegiatan penjaringan (skrining kesehatan) anak sekolah terhambat dan
banyak yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Namun di tahun 2021
kembali mengalami peningkatan sebanyak 70,31 persen karena mulai
menurunnya kasus Covid-19 dan kebijakan ke sekolah mulai dilaksanakan.

Anak usia sekolah merupakan sasaran strategis untuk pelaksanaan
program kesehatan, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau
karena terorganisir dengan baik yaitu berada di sekolah /madrasah. Program
pelayanan kesehatan di sekolah diutamakan pada upaya peningkatan
kesehatan (upaya promotif) dan upaya pencegahan penyakit (upaya
preventif). Upaya preventif antara lain dilaksanakan melalui kegiatan
penjaringan kesehatan (skrining kesehatan) anak sekolah dilakukan terhadap
seluruh peserta didik baru pada tahun ajaran baru.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
1) ProporsiJalan dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang
jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik
nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi panjang jaringan jalan di
Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 87
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun
2017 - 2021
2017 1.783 2.396,53 74,40
2018 2.010 2.396,53 83,87
2019 2.122 2.396,53 88,54
2020 2.181 2.396,53 91,01
2021 2.217 2.396,53 92,53

Sumber :Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung
terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya
biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya
akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Jumlah panjang jalan
kondisi baik meningkat secara signifikan. Pembangunan transportasi jalan di
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Kabupaten Gowa, kondisi jalan mengalami perubahan panjang jalan dimana
kondisi jalan baik tahun 2017 adalah 74,40 persen meningkat pada tahun
2021 sebesar 92,53 persen.

2) Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh adalah
panjang jalan (km) dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini
memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk
melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi
pula jumlah masyarakat yang dilayani. Rasio panjang jalan dengan jumlah
penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 88
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 2.396,53 748.200 0,0032
2018 2.396,53 760.607 0,0032
2019 2.396,53 772.684 0,0031
2020 2.396,53 765.836 0,0031
2021 2.396,53 786.932 0,0031

Sumber : Dinas Pudan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Gowa dari
tahun 2017 hingga 2021 tidak mengalami perubahan. Nampak adanya
penambahan jumlah penduduk tiap tahun, namu jumlah panjang jalan tidak
mengalami peningkatan.

3) Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui
Kendaraan Roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan
roda 4 adalah perbandingan antara jumlah kawasan pemukiman penduduk
yang belum dilalui kendaraan roda 4 dengan jumlah seluruh kawasan
pemukiman penduduk yang dinyatakan dalam persen. Pada tahun 2017
kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 di
Kabupaten Gowa sebesar 3,9 persen dan semakin mengalami penurunan
dalam kurun waktu lima tahun, sehingga di tahun 2021 sebesar 2,6 persen
seperti terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 89
Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan
Roda 4 Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 545 3,9%
2018 545 3,7%
2019 18 545 3,3%
2020 N/A N/A N/A
2021 14 545 2,6%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana
permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik
menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan < 6%), sehingga arus lalu lintas
dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada
hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan, seperti terlihat pada tabel
berikut:

Tabel 2. 90
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 1.575 2.396,53 65,7%
2018 1.709 2.396,53 71,3%
2019 1.783 2.396,53 74,4%
2020 1.825 2.396,53 76,2%
2021 1.861 2.396,53 77, 7%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Pada tahun 2017 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40
km/jam) di Kabupaten Gowa sebesar 65,7 persen dan semakin mengalami
peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, sehingga di tahun 2021
meningkat menjadi 77,7 persen.
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5) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air (minimal 1,5m)

Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas
jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran
drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu
pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya saluran
drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya
gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran
drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air
permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Selama tahun 2017-
2018 persentase jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Gowa masih sangat
kecil ( <1%), baru ditahun 2019-2021 mengalami peningkatan sedikit
menjadi 1,06%, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan
Air (minimal 1,5 m) Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 23,46 2.396,53 0,98%
2018 23,46 2.396,53 0,98%
2019 25,46 2.396,53 1,06%
2020 25,46 2.396,53 1,06%
2021 25,46 2.396,53 1,06%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat
mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Kketerlibatan masyarakat dalam
pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tangga bersanitasi di
Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambaran Umum Kondisi Daerah 11-96 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

Tabel 2.92
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 83.793 171.913 50,46%
2018 84.913 190.152 51,04%
2019 85.263 193.171 51,23%
2020 85.813 196.128 51,51%
2021 169.280** 230.911* 73,31%

Sumber : * CAPIL dan Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Garis sempa dan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung
sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Persentase
sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kabupaten Gowa selama lima
tahun masih dibawah 1%, akan tetapi tetap harus diwaspadai karena terdapat
kenaikan setiap tahunnya walaupun sedikit seperti dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.117

Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

2017 25,71 5.672,43 0,45%
2018 26,66 5.672,43 0,47%
2019 26,66 5.672,43 0,47%
2020 26,66 5.672,43 0,47%
2021 26,66 5.672,43 0,47%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air
Tidak Tersumbat

Drainase jalan mengandung pengertian membuang atau mengalirkan
air (air hujan, air limbah, atau air tanah) ke tempat pembuangan yang telah
ditentukan dengan cara gravitasi atau menggunakan sistem pemompaan.
Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang
berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu
kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk
drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di
Kabupaten Gowa selama lima tahun cenderung mengalami peningkatan rata-
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rata 0,86% seperti terlihat pada berikut:

Tabel 2.93
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak
Tersumbat Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021

2017 140,9 372,4 62,2%
2018 138,8 372,4 62,7%
2019 136,0 372,4 63,5%
2020 136,0 372,4 63,5%
2021 135,7 372,4 64,5%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

9) Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun

Permasalahan tentang genangan atau banjir sudah sangat umum
terjadi di kawasan perkotaan. Namun, Kkurangnya perhatian dalam
pengelolaan sitem drainase, diikuti pesatnya perkembangan Kabupaten Gowa
mengakibatkan berubahnya karakteristik fisik kota. Perubahan ini juga
diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di setiap kecamatan
khususnya daerah perkotaan yang menyebabkan semakin banyaknya lahan
yang beralih fungsi menjadi tempat permukiman. Semakin berkurangnya
lahan resapan yang ada menyebabkan debit air meluap menggenangi
sebagian lahan. Tidak terjadi genangan >2 kali setahun di Kabupaten Gowa
selama empat tahun stagnan berada pada kisaran dibawah 45%, peningkatan
baru terjadi di tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 94
Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Kabupaten Gowa Tahun
2017 - 2021
2017 50,82 115,49 44,01%
2018 50,53 115,49 43,75%
2019 50,24 115,49 43,50%
2020 50,24 115,49 43,50%
2021 45,24 115,49 60,83%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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10) Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan
Aliran Sungai Rawan Longsor

Turap adalah susunan batu kali yang memiliki fungsi untuk penahan
tekanan pada tanah, sehingga berguna untuk mencegah tanah longsor.
Pembangunan turap berfungsi untuk pemeliharaan bantaran sungai baik di
kawasan permukiman maupun kawasan pertanian serta perkebunan
masyarakat. Pembangunan turap di wilayah Kabupaten Gowa masih
tergolong rendah, di tahun 2021 pembangunan turap baru mencapai 2,2
pesen.

Tabel 2. 95

Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran
Sungai Rawan Longsor Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 2 45 4,4%
2018 2 45 4,4%
2019 3 45 6,7%
2020 3 45 6,7%
2021 1 45 2,2%

Sumber : Dinas Pu dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

11) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Irigasi atau penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan
pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan
tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan dan perikanan.
Irigasi Kabupaten Gowa dalam kondisi baik semakin meningkat dalam lima
tahun terakhir, dari 84,00% di tahun 2017 meningkat menjadi 86,91% di
tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 96
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 23.357 27.806 84,00%
2018 24.391 27.806 87,72%
2019 25.159 27.806 90,48%
2020 25.250 27.806 90,81%
2021 24.167 27.806 86,91%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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12) Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan
pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir selalu
mengalami peningkatan, dari 0,0052 di tahun 2017 meningkat menjadi
0,0090 di tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.97
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 176,32 34.125 0,0052
2018 195,03 34.125 0,0057
2019 200,10 34.125 0,0059
2020 206,40 34.125 0,0060
2021 308,6 34.125 0,0090

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

13) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan
dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan
menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Sedangkan persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi
jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah
penduduk secara keseluruhan. Persentase penduduk berakses air minum
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 98

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 522.018 748.200 69,77%
2018 535.446 760.607 70,40%
2019 536.402 772.684 69,42%
2020 541.602 765.836 70,72%
2021 656.124 786.932 83,4%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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14) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air
Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung
meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air,
penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor
atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran,
penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air
kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan
mata air tidak terlindung.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air
minum layak adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan akses
terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dengan
jumlah penduduk seluruhnya, dinyatakan dalam persen. Di Kabupaten Gowa
proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
perkotaan dan pedesaan pada tahun 2021 adalah sebesar 27,54%. Proporsi
rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum
Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 428.940 748.200 57,33%
2018 414.952 760.607 54,56%
2019 468.092 772.684 60,58%
2020 593.643 765.836 77,52%
2021 214.851 780.138 27,54%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

15) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengurangan sampah adalah meliputi
kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau
pemanfaatan kembali sampah.

Di Kabupaten Gowa proses pengurangan sampah melalui guna
ulang/daur ulang sebelum masuk ke TPA baru dimulai pada tahun 2019
melalui Bank Sampah yang dimulai dibentuk di Pasar Minasamaupa
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Sungguminasa sebagai Bank Sampah Pusat, dan saat ini telah terbentuk 1
(satu) Bank Sampah Pusat dan 22 (dua puluh dua) Bank Sampah Unit di
seluruh Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 100
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 96.725 134.227,47 72,06%
2018 100.010 136.546,50 73,24%
2019 100.923 138.908,78 72,65%
2020 NA NA NA
2021 NA NA NA

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

16) Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan
untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan
agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah
atau pemerintah desa. Penyediaan TPU di Kabupaten Gowa masih sedikit
sekali, jumlah daya tamping pemakaman umum selama lima tahun terakhir
stagnan dan tidak mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 134.067 748.200 179,19
2018 134.067 760.607 176,26
2019 134.067 772.684 173,51
2020 134.067 765.836 175,06
2021 37.650 773.315 48,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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17) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Berdasarkan buku Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2020, sarana
peribadahan yang tidak ada di Kabupaten Gowa adalah pura dan vihara,
walaupun ada penduduk yang beragama Hindu sejumlah 98 orang dan
beragama Budha seban'yak 98 orang. Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 102
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 1.441 Unit 748.200 1,93
2018 1.351 Unit 760.607 1,78
2019 1.324 Unit 772.684 1,71
2020 1.829 Unit 765.836 2,39
2021 1801 Unit 773.315 0,17

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
18) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 menyatakan bahwa Hak pengelolaan
(HPL) tidak ada batas waktu, hanya diberikan atas tanah Negara yang
dikausai oleh BUMN dan BUMD sedangkan Hak Guna Bangunan (HGB) dapat
diberikan atas tanah Negara, tanah hak pengelolaan oleh pemerintah atau
tanah milik oleh pemegang hak milik dengan jangka waktu selama-lamanya
30 tahun dan diperpanjang paling lama 20 tahun, HPL/HGB dapat dialihkan
ke pihak lain dan dijadikan jaminan hutang dan jaminan kredit di perbankan.
Sementara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari
luas wilayah kota.

Rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu lima
tahun terakhir semakin menurun, hal ini dikarenakan luas ruang terbuka
hijau yang tetap akan tetapi luas wilayah ber-HPL/HGB semakin bertambah,
seperti terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 103
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

2017 135,59 1.750 7,7%
2018 135,59 4.128 3,3%
2019 135,59 4.966 2,7%
2020 135,59 4.966 2,7%
2021 135,59 4.966 2,7%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

19) Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan
Perkotaan

Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh
pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota,
sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta
api. Luasan RTH Publik 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan di
Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 104
Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 42.096 0.75%
2018 314 42.096 0,75%
2019 536,5 42.096 1,27%
2020 536,5 42.096 1,27%
2021 536,5 42.096 1,27%

Sumber :Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

20) Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah
sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala
Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai
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dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB
menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat
dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Rasio
bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Gowa dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2. 105
Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

Tahun Jumlah Bangunan Jumlah Rasio Bangunan ber-IMB per
ber-IMB Bangunan Satuan Bangunan
2017 5.904 171913 0,034
2018 4.779 190.152 0,025
2019 5.000 193.171 0,026
2020 5.194 177.770 0,029
2021 5.987 177.770 0,034

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 - 2021 mengalami penurunan dimana tahun 2017 sebesar 0,034
dan tahun 2021 sebesar 0,034

21) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Dalam dokumen ini ruang publik yang dimaksud adalah ruang publik
dalam dunia nyata. Ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten
Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 106
Rasio Ruang Publik yang berubah peruntukannya Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 0,075 316,7 0,02%
2018 0,075 539,24 0,01%
2019 0,075 539,24 0,01%
2020 0,075 539,24 0,01%
2021 0,075 536,5 0,01%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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22) Ketaatan Terhadap RTRW

Penataan Ruang, Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang
penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRW serta rasio
bangunan ber IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang
bidang ketaatan terhadap RTRW dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2. 107
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 74,2% 68,67%
2018 69,6% 74,6%
2019 72,3% 77,21%
2020 75% 79,5%
2021 76,5% 93,91%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2021 sebesar 75 persen
mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan realisasi peryuntukan RTRW
hungga tahun 2020 sebesar 79,50 persen.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
1) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta
kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Gowa dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 108
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 112.230 748.200 15,00
2018 115.805 760.607 15,23
2019 116.615 772.684 15,09
2020 117.432 765.836 15,33
2021 140.139 768.868 18,23

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Rumah Layak Huni persatuan penduduk Tahun 2021 jumlah rumah
layak huni sebanyak 140.139 unit dengan rasio 18,23 % terus mengalami
peningkatan sejak tahun 2017.

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio
permukiman yang layak huni di Kabupaten Gowa di tahun 2021 sebesar 0,82
mengalami peningkatan dimana ditahun 2017 capaiannya sebesar 0,73 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 109
Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017  4.526 6.200 0,73
2018  4.650 6.200 0,75
2019  4.800 6.200 0,77
2020 4924 6.200 0,79
2021 5.084 6.200 0,82

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta
kesehatan penghuni. seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 110
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 112,23 149.640 75,00%
2018 115,81 150.396 77,00%
2019 116,62 151.146 77,15%
2020 117,43 151.963 77,28%
2021 140.139 175.173 80,00%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021
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Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan
kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun
ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap
tahunnya dimana capaian tahun 2021 sebesar 80,00 persen dan tahun 2017
capainnya sebesar 75,00 persen.

4) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa
yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. Cakupan
layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Gowa selama lima
tahun terakhir mengalami peningkatan seperti dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2. 111
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 3.235 4431 73,01%
2018 5.657 7.542 75,01%
2019 6.467 8.398 77,01%
2020 7.284 9.215 79,05%
2021 7.784 9.715 80,12%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat Kkegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Gowa selama lima tahun
terakhir telah mengalami peningkatan walaupu tidak signifikan. Di tahun
2021 persentase permukiman yang tertata masih berada pada 35,23 persen
seperti terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 112
Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 1.736,4 6.199 28,01%
2018 1.824,4 6.199 29,43%
2019 1.904,4 6.199 30,72%
2020 1.984,4 6.199 32,01%
2021 2.184 6.199 35,23%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian)
yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak
ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang
layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.

Persentase lingkungan permukiman kumuh adalah luas lingkungan
permukiman kumuh dibagi luas wilayah dan disajikan dalam bentuk persen.
Adapun persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa
semakin menurun setiap tahunnya seperti dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 415,96 7.633 5,45%
2018 323,96 7.633 4,24%
2019 231,96 7.633 3,04%
2020 190,96 7.633 2,50%
2021 180,96 7.633 2,37%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa
menunjukan kecenderungan penurunan dimana di tahun 2020 sebesar 2,50
persen turun menjadi 2,37 persen di tahun 2021.
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7) Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah
luasan permukiman kumuh yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh
dan disajikan dalam bentuk persen. Persentase luasan permukiman kumubh di
Kabupaten Gowa pada tahun 2017 adalah sebesar 25,97 persen dan pada
tahun 2021 meningkat menjadi 36,39 persen seperti terlihat pada tabel
berikut:

Tabel 2. 114
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 231,03 25,97%
2018 64,07 231,03 27,73%
2019 69,07 231,03 29,90%
2020 74,07 231,03 32,06%
2021 84,07 231,03 36,39%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah perbandingan antara
banyaknya rumah tangga kumuh perkotaan dengan jumlah rumah
seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen. Rumah tangga kumuh
didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap
sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7,2 m2 per kapita, kondisi
atap, lantai, dan dinding yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 sebesar 8,12 persen dan turun menjadi
7,30 persen di tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 115
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 9.485 121.778 7,79%
2018 9.335 122.592 7,61%
2019 9.178 123.092 7,46%
2020 9.021 123.592 7,30%
2021 8.973 123.792 7,24%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Gowa
mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 7,79 persen hingga
tahun 2021 menyisakan 7,24 persen.

9) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan
PSU

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan
dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai
bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan
rumah yang layak huni. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa prasarana,
sarana, dan utilitas umum menjadi salah satu aspek yang menentukan suatu
perumahan layak huni atau tidak.

Lingkup perumahan dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar
perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu:
rumah layak huni dan terjangkau; serta lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 116
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 4 70 5,71%
2018 5 79 6,33%
2019 8 30 26,67%
2020 12 50 24,00%
2021 19 55 34,55%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yakni
100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja
kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di
Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambaran Umum Kondisi Daerah 11-111 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

Tabel 2. 117
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 23,40 1.170 2,00%
2018 23,40 1.170 2,00%
2019 42,84 2.142 2,00%
2020 28,60 1.430 2,00%
2021 28,60 1.430 2,00%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2022

Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk
mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin
ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta
memberi perlindungan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini,
semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman,
ketertiban dan penegakan aturan, dan semakin mampu daerah tersebut
menjalankan otonomi daerah.

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3
dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Gowa
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 95 95 100,00%
2018 72 72 100,00%
2019 730 730 100,00%
2020 68 68 100,00%
2021 46 46 100,00%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2022
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Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun Tingkat Pelanggaran
K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Gowa tahun
2021 sebanyak 46 kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 46 kasus
pelanggaran atau 100%. Capaiannya konsiten 100 persen sejak tahun 2017.

3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan
luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten.
Data Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2017 -
2021 meningkat sejak tahun 2019 sebesar 59,58 persen konsiten hingga
tahun 2021.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Gowa dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 119
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun
2017 - 2021
2017 455,85 1.883,33 24,20%
2018 594,61 1.883,33 31,57%
2019 1.122,06 1.883,33 59,58%
2020 1.122,06 1.883,33 59,58%
2021 1.122,06 1.883,33 59,58%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Gowa, Tahun 2022

4) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diataranya memerlukan
keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat
menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran.
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK
Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus
Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat
waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten
Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 120
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 63,04%
2018 64 68 94,12%
2019 66 105 62,89%
2020 24 43 55,81%
2021 31 37 83,78

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2022

5) Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi
Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Gowa
menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam penegakannya. Persentase
penegakan PERDA di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 121
Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 6,15%
2018 168 170 98,82%
2019 175 181 96,69%
2020 2.107 2.116 99,57%
2021 1.753 1.753 100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2022

Tingkat persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Gowa Tahun 2017
sampai dengan Tahun 2021 mengalami Peningkatan. Dari tabel diatas
menunjukkan tingkat persentasi penegakan PERDA di tahun 2017 hanya
mencapai 6,15 persen, akan tetapi di tahun 2021 mampu mencapai 100
persen. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gowa dalam
mensosialisasikan peraturan peraturan daerah sudah cukup optimal, namun
masih perlu ditingkatkan agar peraturan daerah yang berlaku di taati dan
dipatuhi oleh seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Gowa.
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2.3.1.6 Sosial
1) Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang
atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak
dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin
hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai
dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten
Gowa sebesar 100 persen setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 122
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Gowa Tahun

2017 - 2021

2017 37.636 37.636 100,00%

2018 34.234 34.234 100,00%

2019 44,525 44,525 100,00%

2020 137.208 137.208 100,00%

2021 125.402 125.402 100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS
yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam
persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2. 123
Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 37.636 37.636 100,00%
2018 34.234 34.234 100,00%
2019 44525 44,525 100,00%
2020 149.733 149.733 100,00%
2021 149.978 149.978 100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Jumlah PMKS yang selesai ditangani dibandingkan jumlah PMKS
keselurahan memiliki persentase peningkatan dari tahun 2016 sampai 2021
konsisten 100 persen. Demi meningkatkan pemecahan masalah sosial di
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Kabupaten Gowa, Penanganan PMKS dsudah menerapkan keterpaduan
berbagai Perangat Daerah dalam menyelesaikan maslaah-masalah sosial yang
muncul. Hal tersebut tentunya menekankan pada sisi koordinasi berbagai
lintas sektor juga termasuk dari masyarakat untuk berperan aktif
meningkatkan penangan masalah sosial.

3) Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar adalah perbandingan antara jumlah PMKS yang
memperoleh bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh
bantuan sosial yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS Skala yang
memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten
Gowa sejak tahun 2016 hingga 2020 konsisten 100 persen dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2. 124
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Memenuhan
Kebutuhan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 37.636 37.636 100,00%
2018 34.234 34.234 100,00%
2019 44,525 44,525 100,00%
2020 115.865 115.865 100,00%
2021 121.774 121.774 100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesehatan sosial adalah perbandingan antara jumlah panti sosial
yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan
jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesehatan sosial yang dinyatakan dalam persen. Persentase Panti
Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan kesehatan
sosial di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir adalah 100,00 persen
seperti terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 125
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesehatan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100,00%
2018 29 29 100,00%
2019 30 30 100,00%
2020 30 30 100,00%
2021 34 34 100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
(WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) adalah
sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang
terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 126
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 69,23%
2018 11 13 84,61%
2019 12 13 92,30%
2020 12 13 92,30%
2021 0 0 0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus
mengalami peningkatan. Tingginya partisipasi masyarakat untuk ikut
mengelola WKSBM dan kebermanfaatan WKSBM bagi masyarakat sehingga
tertarik dan ikut bergabung dalam kegiatan WKSBM. Manfaat secara
berkelanjutkan adalah tersalurnya program pemerintah melalui bantuan
sosial.akan tetapi WKBSM ini sudah tidak adanya dukungan Angaran dari
kementerian sosial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Wahana
Kesejahteraan Sosial.

6) Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama
Masa Tanggap Darurat

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Sedangkan Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Sementara itu, masa tanggap darurat bencana meliputi tahap siaga darurat,
tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap
pemulihan. Korban bencana yang menerima bantuan social di tahun 2020
meningkat drastic jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini
dikarenakan terjadinya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan
seluruh Negara di dunia, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 127
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa
Tanggap Darurat Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100,00%
2018 1.930 1.930 100,00%
2019 1.392 1.392 100,00%
2020 115.865 115.865 100,00%
2021 23.863 23.863 100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Pada pengukuran capaian kinerja indikator Persentase korban
Bencana yang menerima bantuan sosial sudah sangat maksimal dengan
adanya bantuan distribusi Logistik dari Kementerian sosial yang sangat
mendukung penanganan korban bencana selama masa tanggap darurat. Akan
tetapi masih belum ada pengadaan bantuan logistik yang siapkan oleh
pemerintah Provinsi Kabupaten Gowa dalam rangka penanganan korban
bencana selama masa tanggap darurat.

7) Persentase Korban Bencana Yang dievakuasi Dengan Menggunakan
Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Pada lima tahun terakhir, jumlah korban bencana yang terjadi di
Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya khususnya di tahun
2021 jumlah korban bencana mencapai 1.625 orang, hal ini diakibatkan
terjadinya bencana banjir yang menimpa beberapa kecamatan di Kabupaten
Gowa. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Gowa selama kurun
waktu lima tahun terakhir tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. 128
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan

Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100,00%
2018 140 140 100,00%
2019 514 514 100,00%
2020 514 514 100,00%
2021 853 853 100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia
Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial
Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan
hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari
penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik
dan mental. Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang
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tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan
orang lain. Di Kabupaten Gowa persentase penyandang cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial semakin
meningkat setiap tahunnya, dari 61,85% di tahun 2017 meningkat menjadi
100% di tahun 2020, namun di tahun 2021 belum ada pendataan seperti
terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 129
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia
Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 1.853 2.996 61,85%
2018 1.105 1.172 94,28%
2019 9.583 9.587 99,96%
2020 20.829 20.829 100,00%
2021 1.625 1.625 100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan
1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara
jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka
sengketa pengusaha pekerja di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2. 130
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

763

2017 5 0,66
2018 14 718 1,95
2019 6 718 0,84
2020 7 607 1,15
2021 10 475 2,10

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara
jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka
sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya kurun waktu 2017-2021
mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 0,66 persen dengan
jumlah perusahaan sebesar 5 perusahaan, pada tahun 2017 meningkat
sebesar 1,95 persen dan pada tahun 2018 menurun sebesar 0,84 persen, pada
tahun 2020 meningkat lagi sebesar 1,15 persen dengan jumlah perusahaan
sebesar 7 perusahaan, sedangkan di tahun 2021 jumlah perusahaan
berkurang menjadi 475 perusaahaan namun jumlah sengketa meningkat
menjadi 10. Ada beberapa hal yang menyebabkan sengketa pengusaha dan
pekerja meningkat antara lain adalah meningkatnya wawasan pekerja dan
buruh dan era transparansi sementara sebagian perusahaan masih belum
melaksanakan secara maksimal aturan yang berlaku.

2) Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
berfluktuatif. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak
memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan
Perjanjian Bersama. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 131
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

5

2017 3 60,00%
2018 13 14 92,86%
2019 2 6 33,33%
2020 3 7 42,86%
2021 10 10 100,00%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
berfluktuatif, tahun 2017 kasus yang terselesaikan sebesar 60 persen,
kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,86 persen
dan tahun 2019 menurun kembali menjadi sebesar 33,33 persen, dan tahun
2020 meningkat lagi menjadi sebesar 42,86 persen, sedangkan di tahun 2021
besaran kasus yang diselesaikan mencapai 100 perseb. Hal ini disebabkan
banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk
menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan
perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan
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penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan
sosial ekonomi perusahaan.

3) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan
perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah
pencari kerja yang terdaftar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. :

Tabel 2. 132

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 2.899 5,73%
2018 445 2.047 21,74%
2019 533 2.412 22,10%
2020 2.249 2.532 88,82%
2021 700 2.439 28,70%

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu
2017-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 5,73 persen, dan pada
tahun 2018 meningkat lagi sebesar 21,74 persen dan tahun 2018 turun
meningkat menjadi 88.82 persen. Pada tahun 2021 besaran pencari kerja
yang terdaftar ditempatkan menurun drastics dengan kisaran hanya 28,70
persen saja.

4) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah
Daerah

Selama lima tahun terakhir belum ada perselisihan antara buruh dan
pengusaha dengan pemerintah daerah terkait kebijakan pemerintah daerah,
hal ini  dikarenakan = Pemerintah =~ Kabupaten @ Gowa  belum
mempunyai/membuat kebijakan terkait ketenagakerjaan.

5) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan
meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar Kkerja.
Selengkapnya pada tabel berikut:
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Tabel 2. 133
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

50

2017 16 32,00%
2018 160 372 42,67%
2019 304 515 59,03%
2020 48 532 9,02%
2021 240 456 52,63%

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuatif, dimana pada
tahun 2017 sebesar 32 persen, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi
sebesar 42,67 persen dan tahun 2019 naik sebesar 59,03 persen dan menurun
sebesar 9,02 persen pada tahun 2020. Di tahun 2021 kembali mengalami
peningkatan pesat sebesar 52,63 persen. Pelatihan berbasis kompetensi
sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat
bersaing di pasar kerja.

6) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Masyarakat
Sampai dengan saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gowa belum pernah melakukan pelatihan tenaga kerja berbasis
masyarakat.

7) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam
memberdayakan UKM, memperluas peluang wusaha, meningkatkan
produktivitas UKM. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan
pelatihan berbasis kewirausahaan yang tersebar di 18 kecamatan, akan tetapi
di tahun 2019 dan 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Gowa tidak melaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan. Selengkapnya
pada tabel berikut :
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Tabel 2. 134
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 46,51%
2018 40 77 51,95%
2019 Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan
2020 Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan
2021 Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/52/S3 merupakan perbandingan antara jumlah
pencari kerja lulusan S1/S2/S3 dibagi jumlah penduduk. Penilaian ini secara
tidak langsung menunjukkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Gowa.
Kualitas SDM ini sangat berkaitan erat dengan dengan kualitas tenaga kerja
yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik
kualitas tenaga kerjanya. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Gowa
menunjukkan peningkatan yang pesat pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.102
per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 135
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 39.577 748.200
2018 740 45.626 760.607 600
2019 843 52.910 772.684 685
2020 787 84.408 765.836 1.102
2021 434 773.315

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.2 Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah

proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah

seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambaran Umum Kondisi Daerah 11-124 |



RKPD KABUPATEN GOWA 2023

Tabel 2. 136
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 4668 81.833 5,70%
2018 4621 81.792 5,65%
2019 4735 81.347 5,82%
2020 4735 81.300 5,82%
2021 4735 81.300 5,82%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Selama tahun 2017 sampai tahun 2021, partisipasi perempuan di
lembaga pemerintahan (eksekutif) di Kabupaten Gowa relative stabil, dimana
pada tahun 2017 sebanyak 5,70 persen dan tahun 2027 partisipasi
perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 5,82 persen.

2) Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah
perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah
total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Persentase
keterwakilan perempuan di parlemen dalam 2 (dua) periode pemilu, yaitu
periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di Kabupaten Gowa cukup
bervariasi, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatif periode 201-
2018 sebanyak 17,78 persen, kemudian pada periode 2019-2024 jumlah
anggota dewan perempuan meningkat menjadi 28,89 persen. Proporsi kursi
yang diduduki perempuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2. 137
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR

2017 17,78%
2018 8 4 17,78%
2019 13 45 28,89%
2020 13 45 28,89%
2021 13 45 28,89%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022
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Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 2 (dua)
periode pemilu, yaitu periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di
Kabupaten Gowa cukup bervariasi, dimana perempuan yang duduk di
lembaga legislatif periode 2015-2018 sebanyak 17,78 persen, kemudian
pada periode 2019-2024 jumlah anggota dewan perempuan meningkat
menjadi 28,89 persen dari. Meskipun belum mencapai kuota 30 persen,
namun pencapaian perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Gowa
sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah perbandingan jumlah
perempuan yang bekerja di lembaga swasta dengan jumlah pekerja
perempuan yang dinyatakan dalam persen. Partisipasi perempuan di lembaga
swasta dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan setiap
tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 138
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 81.833 0,50%
2018 726 81.792 0,89%
2019 763 81.347 0,94%
2020 785 81.300 0,97%
2021 807 81.253 0,96%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga
pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk
di Kabupaten Gowa. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun
2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan meningkat yaitu tahun
2017 sebesar 0,50 persen meningkat menjadi 0,96 persen pada tahun 2021,
hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja
seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka secara luas.

4) Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku
ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual
antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota
keluarga lain. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam
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periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten
Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 139
Rasio KDRT Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 171.913 0,01%
2018 23 190.152 0,01%
2019 30 193.171 0,02%
2020 19 196.128 0,01%
2021 12 388,304 0,01%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Rasio KDRT yang dinyatakan dalam persen memiliki kecenderungan
menurun dari tahun 2017 sebesarr 0,01 persen sampai dengan 2021 sebesar
0,01 persen, ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan
dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah
tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi).

5) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perbandingan jumlah
perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan yang
dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan Kkerja perempuan di
Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 140
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

2017 5.081 81.833 6,21%
2018 5.347 81.792 6,54%
2019 5.498 81.347 6,76%
2020 5.520 81.300 6,79%
2021 5,498 81,253 6,76%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki kecenderungan
meningkat dimana tahun 2017 sebesar 6,21 persen meningkat di tahun 2021
sebesar 6,76 persen.
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6) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu

Perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk mendapatkan
layanan bantuan hukum berupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 141
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan

Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan
Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

95

2017 49 51,58%
2018 87 87 100,00%
2019 97 103 94,17%
2020 71 71 100,00%
2021 59 59 100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Dalam rangka penanganan perempuan korban kekerasan, pemerintah
telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah membentuk unit-unit
layanan di beberapa lembaga pemerintahan, yang berpengaruh terhadap
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
kabupaten hingga tahun 2021 semua tertangani.

7) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es
karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat.
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Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mempengaruhi
kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas sumber
daya manusia (SDM). Oleh karena itu, peran pelayanan kesehatan yang
komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak dapat dilakukan di tingkat pelayanan dasar yaitu di Puskesmas dan
tingkat pelayanan rujukan di Rumah Sakit melalui pelayanan terpadu. Dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran tenaga kesehatan sangatlah
besar, yaitu mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan
medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum, maupun
sosial, serta melakukan upaya pencegahannya. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di
Rumah Sakit di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 142
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang
Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah
Sakit Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100,00 %
2018 54 54 100,00 %
2019 50 50 100,00 %
2020 60 60 100,00 %
2021 16 16 100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022
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8) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Gowa sejak tahun 2017 hingga
tahun 2021 konsiten 100 persen dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 2. 143
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas
Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di
Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100,00 %
2018 6 6 100,00 %
2019 4 4 100,00 %
2020 3 3 100,00 %
2021 2 2 100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

9) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas Kkasus-kasus Kkekerasan terhadap
perempuan dan anak

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan
oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Cakupan
penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan

pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di

Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 konsisten 100 persen

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. 144
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan
Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100,00 %
2018 6 6 100,00 %
2019 3 3 100,00 %
2020 2 2 100,00 %
2021 3 3 100,00 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

10) Cakupan perempuan dan anak korban Kkekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping
hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan bantuan hukum di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai tahun
2021 konsiten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 145
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan
Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 100,00 %
2018 6 6 100,00 %
2019 3 3 100,00 %
2020 2 2 100,00 %
2021 3 3 100,00 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022
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Layanan-layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban
kekerasan meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan
hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan juga
pendampingan tokoh agama

11) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak
korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entn/point, atau dari
daerah penerima ke daerah asal. Cakupan layanan pemulangan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 2. 146
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

95

2017 49 51,58%
2018 87 87 100,00%
2019 97 103 94,17%
2020 71 71 100,00%
2021 10 59 16,94 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan terus mengalami peningkatan dimana tahun 2017 sebesar 51,58
persen, kemudian naik lagi ditahun 2018 sebesar 100 persen, kemudian turun
menjadi 94,17 persen di tahun 2019 dan naik kembali menjadi 100 persen di
tahun 2020. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebanyak
83,06 persen menjadi hanya 16,94 persen saja.

12) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan
Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan

pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten
Gowa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 konsisten 100 persen dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel 2. 147
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 49 49 100,00%
2018 87 87 100,00%
2019 97 97 100,00%
2020 71 71 100,00%
2021 10 10 100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

13) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak
laki-laki di tingkat SD adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap
APM murid laki-laki pada setiap jenjang pendidikan SD yang dinyatakan
dalam persen. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2. 148
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD

2017 36.171 38.723 93,41
2018 35.947 38.309 93,83
2019 35.498 38.242 92,82
2020 35.043 37.962 92,31
2021 35,498 38.242 92,82

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD tahun 2017 sebesar 93,41
persen, tahun 2018 dan 2019 masing-masing 92,83 persen dan 92,82 persen,
sebesar 92,31 di tahun 2020, dan 92,82 persen di tahun 2021.

14) Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak
laki-laki di SMP adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM
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murid laki-laki pada jenjang pendidikan SMP yang dinyatakan dalam persen.
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 149
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Gowa Tahun

2017 - 2021

2017 15.823 15.866

2018 15.254 15.028 102

2019 14.668 14.938 98

2020 14.420 14.524 99

2021 14.668 14.938 98

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP tahun 2017 sebesar 100
persen kemudian naik menjadi 102 persen di tahun 2018, tahun 2019 dan
2020 masing-masing 98 persen dan 99 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar
98 persen.
15) Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok
Usia 15-24 Tahun

Angka melek huruf merupakan ukuran persentase penduduk pada
kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat
sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf
jawa, kanji, dll) terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut.
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki di Kabupaten Gowa dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 150
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-
24 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 55,45 36,97 1,5
2018 55,57 37,05 1,5
2019 57,85 38,57 1,5
2020 57,97 38,65 1,5
2021 57,85 38,57 1,5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022
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2.3.2.3 Pangan
1) Ketersediaan Pangan Utama

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2004 pangan
adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan
baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan
ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan,
produksi, dan luas panen. Pangan utama di Kabupaten Gowa adalah beras,
seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 151
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 247.380 748.200 33,06%
2018 251.563 760.607 33,07%
2019 249.997 772.684 32,35%
2020 262.033 765.836 34,22%
2020 250.067 763.387 32,76%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Persentase ketersediaan pangan utama yaitu beras, jagung dan kedelai
di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 memiliki
kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 Ketersedian beras Kabupaten
Gowa Sebesar 33,06 persen, mengalami peningkatan menjadi 33,07 persen
pada tahun 2018, kembali menurun 33,25 persen tahun 2019 dan kembali
meningkat 34,22 % di tahin 2020. Sedangkan tahun 2021 sebesae 32,76
persen.

2) Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Per Kapita

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang
digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu
negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan
dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah
jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu
tertentu dalam bentuk energi, protein dan lemak. Ketersediaan energi,
protein dan lemak per kapita di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
berikut :
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Tabel 2. 152
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 5.562 178,91 66,26
2018 6.067 191,70 71,58
2019 4.878 159,12 101,70
2020 5.540 163,91 81,23
2021 7.799 172,82 103,80

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Kondisi Ketersedian energy, protein perkapita dan lemak Kabupaten
Gowa pada tahun 2017 masing-masing sebesar 5.562 kkal/kapita/hari,
sedangkan di tahun 2021 menjadi 7.799 Kkal/tahun, 172,82 Gr/tahun dan
103,80 Gr/tahun.

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan,
pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta
diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pengawasan
dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2. 153

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

5 6

2017 3 0%

2018 20 20 100%
2019 7 8 87,5%
2020 8 8 100 %

2021 Tidak ada pengujian sample

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada tahun
2017 sebesar 60 persen dan telah mencapai 100 persen di tahun 2018
kembali menurun di tahun 2019 menjadi 87,5 persen dan kembali mencapai
100 persen di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 tidak ada pengujian
sample.
2.3.2.4 Lingkungan Hidup
1) Tersusunnya RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup,
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana
pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengabh.
Pada kurun waktu tahun 2016-2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Gowa belum pernah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH).

2) Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan

RPPLH merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan
perencanaan yang memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan
lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas
mengelola ligkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan
persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana
pembangunan. Pada tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Gowa belum pernah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH). Sehingga belum ada pula integrasi RPPLH dalam
rancana pembangunan Kabupaten Gowa.

3) Terselanggaranya KLHS untuk K/R/P

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2)
yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memasukkan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi :

a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta Rencana Rincinya, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RP]JP), dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan;

b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gowa, antara lain:
- KLHS RPJMD (Tahun 2016)
- KLHS Kota Baru Pattallassang (Tahun 2018)
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- KLHS Jasa Perdagangan Sungguminasa (Tahun 2018)
- KLHS Tun Abdul Razak (Tahun 2019)

- KLHS Cambayya-Sungguminasa (Tahun 2020)

- KLHS RPJMD (Tahun 2020)

- KLHS RPJMD (Tahun 2021)

Terselenggaranya KLHS dalam pengambilan kebijakan maupun
penyusunan dokumen yang menimbulkan dampak dan/atau resiko
lingkungan hidup di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 154
Terselenggaranya KLHS Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Terselenggaranya Tldak Ada (2) Ada (1) Ada (2) Ada (2)
KLHS da

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Gowa telah disusun pada tahun
2020. Adapun kajian yang termuat dalam KLHS RPJMD adalah terkait
Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk
Pembangunan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu
ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas
kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini
terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih
dapat dikembangkan atau ditambahkan.

4) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung
data kualitas air. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan pada air sungai, air
laut, air danau, air rawa dan air tanah sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai
dengan kegunaannya.

Pengukuran Indeks Kualitas Air baru dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup di Tahun 2018 dengan Capaian tahun 2017 sebesar 65
menurun di tahun 2018 sebesar 56 dan meningkat 71,08 di tahun 2020,
namun Kembali menurun di tahun 2021 sebesar 50 . Adapun hasil
pengukuran indeks kualitas air Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel 2. 155

Hasil Peniukuran Indeks Kualitas Air Kabuiaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Hasil Pengukuran

Indeks Kualitas Air & 56 71,08 >0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai
pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan untuk memperlihatkan
seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Pengukuran Indeks Kualitas
Udara baru dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2018.
Adapun hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Gowa sampai
dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 156
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

Hasil Pengukuran
Indeks Kualitas - 83 83 83,85 85,58
Udara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan dilakukan melalui perbandingan
jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten
Gowa. Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan baru dilaksanakan oleh
Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2018. Adapun hasil pengukuran indeks
kualitas tutupan lahan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 157
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021

Hasil Pengukuran
Indeks Kualitas - 52 52,5 53 43,51
Tutupan Lahan
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022
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7) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin

PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan

perbandingan antara Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH

dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditangani
dengan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan
diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam persen seperti terlihat dalam

tabel berikut:

Tabel 2. 158
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan,
Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

2017 25 25 100,00%
2018 25